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Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang
telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang
termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah
untukmu, dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak
perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari
saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan
ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mu 'min yang
menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai
pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mu 'min. Sesungguhnya Kami
telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri
mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan

bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

(QS. Al-Ahzab: 50)
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PEDOMAN TRANSLITERASI!

A. Umum
Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam
tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa
Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab,
sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan
bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi
rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap

menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

| = Tidak ditambahkan o= =dl

=B L =th

SUSEE L=dh

RIS ¢ =‘(koma menghadap ke atas)
=1 ¢ =gh

c=H a=f

¢ =Kh ¢=q

2=D =k

! Pedoman Penulisan Karya llmiah, (Fakultas Syariah: Universitas islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang, 2003), 73-76.



3=Dz Jd=1

o=R p=m
Jo=Z o=n
w=S S=W
o =Sy »=h
w==Sh $=Yy

Hamzah ( <) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di
awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan,
namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan

tanda koma diatas (“), berbalik dengan koma () untuk pengganti lambing “¢”.

. Vocal, panjang dan diftong
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan

bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = A Misalnya Jé&  menjadi Qala
Vocal (i) Panjang = ] Misalnya Jé menjadi Qila
Vocal (u) Panjang = U Misalnya Us  menjadi Duna

e
1 b

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat
diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah

ditulis dengan“aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Xi



Diftong (aw) = Misalnya Js  menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ¢ Misalnya % menjadi Khayrun

. Ta’ marbithah (3)

Ta’ marbithah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat,
tetapi apabila Ta’ marblthah tersebut beradadi akhir kalimat, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya 4w el 4Ll maka
menjadi ar-risélat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah
kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudIaf ilayh, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan

kalimat berikutnya, misalnya 4 s , -2 menjadi fi rahmatillah.

. Kata Sandang dan Lafdh al-jalalah
Kata sandang berupa “al” ( J)) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak
diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jaladlah yang berada di tengah-

tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis
dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan
nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan,

tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.
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ABSTRAK

Mohamad Rizal Fahmi, 12210077, 2018. Larangan Pernikahan sesama
Saudara Garis Turun Tiga (Studi di Dusun Genengan Desa Punjul
Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung). Skripsi. Jurusan Al-
Ahwal As-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

Kata Kunci : Adat, Pernikahan, MUI Kabupaten Tulungagung

Sebagian besar masyarakat Desa Genengan Desa Punjul Kecamatan
Karangrejo Kabupaten Tulungagung meyakini bahwa melanggar larangan
pernikahan sesama saudara garis turun tiga akan berakibat buruk terhadap
keluarga, pandangan ini tentu berbeda dengan hukum Islam dan hukum yang ada
di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan: pertama, menemukan larangan pernikahan
sesama saudara garis turun tiga di Desa Genengan Desa Punjul Kecamatan
Karangrejo Kabupaten Tulungagung. Kedua, mengetahui bagaimana pandangan
MUI Kabupaten Tulungagung terhadap larangan pernikahan sesama saudara garis
turun tiga di Desa Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten
Tulungagung.

Jenis penelitian adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif.
Sumber data didapatkan dari observasi dan wawancara pada tokoh adat, pelaku
nikah garis turun tiga, ulama setempat, dan ulama MUI Kabupaten Tulungagung
sebagai data primer. Data dokumentasi berupa literatur dan arsip Desa sebagai
data sekunder. Analisa data meliputi proses editing hasil wawancara, classifying,
verifying metode triangulasi sumber, analysing, dan concluding.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Pertama, pernikahan ini tidak
sepenuhnya dilarang akan tetapi himbauan untuk sebaiknya dihindari. Hal ini
dilakukan untuk menghindari keturunan yang kurang baik karena masih terdapat
nasab antara pihak perempuan dan pihak laki-laki. Kedua, menurut MUI
Kabupaten Tulungagung larangan pernikahan sesama saudara garis turun tiga
boleh dipertahankan asalkan masih relevan dengan keadaan zaman dan tidak
bertentangan dengan hukum yang ada.
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ABSTRACT

Mohamad Rizal Fahmi, 12210077, 2018. Marriage Ban For Three Lines Down
Relatives (Study in Genengan Hamlet Punjul Village Karangrejo Sub-
district Tulungagung District). Undergraduate thesis. Al-Ahwal As-
Syakhsiyyah Major, Syari’ah Faculty, Islamic State University of Maulana
Malik 1brahim Malang..

Perceptor: Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

Keywords: Tradition, Marriage, MUI Tulungagung District

The vast majority of residents Genengan Hamlet Punjul Village
Karangrejo Sub-district Tulungagung District believe that violation of marriage
ban for three lines down relatives will cause something bad for the family. This
view is certainly different from Islamic law and the law that applies in Indonesia.

The purpose of this research are: first, to discover marriage ban for three
lines down relatives in Genengan Hamlet Punjul Village Karangrejo Sub-district
Tulungagung District. Second, to find out MUI Tulungagung District view’s
about marriage ban for three lines down relatives in Genengan Hamlet Punjul
Village Karangrejo Sub-district Tulungagung District.

This research is empirical juridical type with qualitative approach, data
source is obtained through observation and interviews with traditional leaders,
subject of marriage among three lines down relative, local dominies, and religious
figure of MUI Tulungagung Regency. All those data is also serve as the primary
data. Documentation data in the form of literature and village archives as
secondary data. Data analysis includes editing process of interview result,
classifying, verifying method of source triangulation, analysing, and concluding.

This research shows that: First, this kind of marriage is not fully
prohibited but there is a tendency to be avoided. This is done to avoid the
offspring that are less good because the wife and husband still have blood
relations. Second, according to MUI Tulungagung Regency, they stated that such
prohibitions may be maintained as long as it is still relevant to the present
circumstances and does not contradict the existing law.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Indonesia adalah Negara yang di dalamnya terdapat banyak suku
bangsa, Terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia
atau tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010.2 Di
Indonesia, dalam hal pernikahan budaya dimana tempat pernikahan itu di
langsungkan sangatlah berpengaruh. Artinya pernikahan di Indonesia tidak
hanya mengacu pada boleh atau tidaknya pernikahan menurut hukum Negara

atau Hukum Islam. Akan tetapi dalam hal ini pernikahan juga harus melihat

2 Farida Denura, Di Indonesia Ada 1.340 Suku Bangsa dan 300 Kelompok Etnik, dalam
http://mww.netralnews.com/news/rsn/read/71459/di.indonesia.ada.1340.suku.bangsa.dan.300.kelo
mpok.etnik, diakses pada 09 September 2017.



budaya yang ada. Yakni terkait dengan boleh atau tidaknya menikah dengan
seorang laki-laki atau perempuan menurut budaya setempat. Suatu masyarakat
harus mempunyai identitas diantara para warga atau anggotanya, mereka
merupakan satu kesatuan Kkhusus yang berbeda dari kesatuan-kesatuan
lainnya. Semua itu sudah terdapat dalam pengertian dari suatu masyarakat
yaitu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat
istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, ada yang terikat oleh rasa identitas
yang sama.

Dalam setiap masyarakat mempunyai norma-norma atau aturan-
aturan. Norma-norma atau aturan-aturan yang telah ada kemudian menjadi
suatu adat (kebiasaan) dari suatu masyarakat tersebut. Norma-norma atau
aturan-aturan tersebut akan mengatur segala tingkah laku dalam kehidupan
mereka.

Norma-norma atau aturan-aturan tersebut juga memiliki sanksi-sanksi
apabila dilanggar. Dengan adanya sanksi tersebut menjadikan masyarakat
yang beradab. Mereka akan mendapat sanksi apabila melakukan suatu
perbuatan yang bisa bertentangan dengan norma yang ada di dalam masyarakat
tersebut. Dan barangsiapa yang melanggar norma-norma yang berlaku pada
masyarakat tersebut diadili oleh hakim adat atau pemuka masyarakat dan
sebagai sanksinya akan dikucilkan dari masyarakat tersebut. Tetapi sanksi itu
akan dijatuhkan atau ditetapkan setelah jelas-jelas orang tersebut terbukti
bersalah melanggar norma atau aturan-aturan yang berlaku.

Antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain mempunyai

norma atau adat-istiadat yang berbeda. Seperti halnya juga negara Indonesia



yang mempunyai beribu-ribu pulau yang tersebar di seluruh nusantara. Tiap-
tiap pulau itu mempunyai adat-istiadat yang berbeda dari pulau lain.
Perbedaan-perbedaan tersebut menambah khasanah budaya bangsa Indonesia
dalam kehidupannya. Perbedaan yang beragam itu tidak terus membuat bangsa
Indonesia diperbudak oleh peradaban. Justru dengan beragamnya perbedaan itu
akan menambah persatuan dan kesatuan budaya.

Yang kemudian terdapat dalam satu wadah yaitu Bhineka Tunggal
Ika, mengandung arti bahwa berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Artinya
bahwa segala macam perbedaan yang ada itu tetap saja dalam satu negara yaitu
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan itu tidak bisa dipisah-pisahkan.

Di Kabupaten Tulungagung misalnya, tepatnya terletak di Dusun
Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.
Terdapat fenomena pelarangan nikah sesama saudara garis turun tiga
(pernikahan sesama canggah) padahal pernikahan dalam hal ini sama sekali
tidak dilarang (diperbolehkan) baik menurut hukum positif dan hukum Islam.

Jika dilihat dari sejarah larangan nikah garis turun tiga ini
diperkirakan muncul pada zaman kerajaan jawa pada saat raja Jaya Baya
memimpin kerajaan tersebut. Bahkan sebagian warga masyarakat Dusun
Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.
Menganggap bahwa larangan nikah garis turun tiga ini juga dilarang di era
Wali Songo.

Menurut tokoh masyarakat jawa setempat larangan nikah garis turun
tiga ini sudah diatur dalam kitab jawa yang ada atau dibuat di era Raja Jaya

Baya, dengan kitab yang berjudul Bintal Jemur Adam Ma’na.



Baik dari tokoh adat masyarakat jawa dan tokoh Islam (dari kalangan
pesantren) agaknya sepakat atau sependapat bahwa, jika pernikahan semasa
garis turun tiga ini dilaksanakan maka akan terjadi pada keluarga yang
melaksanakan pernikahan (kedua mempelai) suatu kesengsaraan seperti
meninggal dunia, dan jika dikarunia keturunan maka akan cacat baik cacat fisik
maupun cacat psikis (gangguang kejiwaan) seperti gila dan atau lainya, bisa
juga keturunannya bodah, hidupnya sengsara dan lain sebagainya.

Pernikahan merupakan hal penting yang tidak dapat dilepaskan dari
sisi kehidupan manusia di dunia. Satu sama lain manusia di dunia bisa
membentuk suatu keluarga melalui sebuah pernikahan, dari sebuah pernikahan
inilah manusia memulai lembar kehidupannya yang baru dengan orang yang
pada awalnya bukanlah bagian dari anggota keluarganya dan akhirnya menjadi
anggota terpenting dalam kesehariannya. Tanpa adanya sebuah pernikahan,
maka tidak ada pula sebuah keluarga. Pernikahan bisa mewujudkan sebuah tali
kekeluargaan.

Pernikahan bukan hanya sekedar untuk melampiaskan, memenuhi atau
menyalurkan hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan. Karena
perkawinan juga suatu upaya untuk menyatukan dua insan atau dua keluarga
yang berbeda. Pernikahan ini juga bertujuan untuk memperoleh keturunan
sebagai proses untuk melanjutkan kehidupan di dunia. Karena pernikahan
adalah salah satu alasan bahwa umat Islam menyempurnakan agamanya dan

mengucapkan janji terhadap Tuhan-Nya.



Larangan pernikahan adalah larangan untuk menikah antara seorang
pria dan seorang wanita.® Maksudnya adalah perempuan-perempuan mana saja
yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana
saja yang tidak boleh menikahi seorang perempuan.

Dalam hukum positif dan hukum Islam memang tidak terdapat
larangan pernikahan sesama saudara garis turun tiga. Hanya saja baik hukum
positif maupun hukum Islam sama-sama mengatur pelarangan pernikahan
dalam hal pernikahan sebab beda keyakinan, sebab keturunan, sebab menyusui,
dan sebab pernikahan. Pelarangan berdasarkan sebab keturunan juga memiliki
aturan-aturan saudara mana yang diperbolehkan dinikahi dan haram dinikabhi.

Secara garis besar larangan pernikahan itu dibagi menjadi dua yaitu
keharaman yang bersifat abadi atau selamanya dan keharaman yang bersifat
sementara. Pengharaman yang bersifat selamanya tidak memberikan
kesempatan seorang perempuan untuk menjadi istri bagi laki-laki tersebut
semasa hidupnya. Sedangkan pengharaman yang bersifat sementara, hanya
berlaku dalam waktu dan kondisi tertentu saja. Apabila kondisinya sudah
berubah dan alasan pengharaman atas waktu tertentu itu sudah hilang maka
pernikahan tersebut diperbolehkan.*

Di antara halangan-halangan abadi yang telah disepakati ada tiga,
yaitu:

a) Larangan pernikahan karena pertalian nasab (keturunan)

% Tihami dan sohari sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih wanita lengkap, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2010), 63.
4 Tihami dan sohari sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih wanita lengkap, 70.



b) Larangan pernikahan karena hubungan pembesanan (karena pertalian
kerabat semenda)
¢) Larangan pernikahan karena hubungan sesusuan.®
Sedangkan menurut hukum positif (hukum negara) larangan
pernikahan tersebut ada dan di atur dalam undang-undang tentang perkawinan
yakni Undang-Undang Noror 1 Tahun 1974. Sehubungan dengan itu Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 pada pasal 8, 9 dan pasal 10 menyatakan:

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun
keatas;

b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara
saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara
seorang dengan saudara neneknya;

c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan
ibu/bapak tiri;

d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara
susuan dan bibi/paman susuan;

e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau
kemenakan dari isteri, dalam hal suami beristeri lebih dari seorang;

f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain
yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak
dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2)
dan pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang
lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak
boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan, tidak
menentukan lain.

Orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen dan orang-orang
yang takluk pada BW, seperti orang-orang Tionghoa dan Eropa ada

5 Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 101-
111.



suatu kemungkinan diizinkannya dan mendapat dipensasi untuk
melakukan perkawinan dengan saudara ibu, saudara bapak, saudara
nenek, anak saudara, dan cucu saudara.®

Undang-undang Republik.Indonesia Nomorl tahun 1974 tentang

perkawinan, dalam pasal 1 yang berbunyi:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang

maha esa.””’

Diantara ayat suci Al-Qur’an yang mengatur tentang pernikahan

adalah Q.S. Ar-Rum: 21

Ry SR VR O EEN S PO HRE PR EN BE WPy
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“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. "
Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan
antara ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah), dan kasih sayang
(rahmah). la terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus,

ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan

berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta kerabat yang saling

6 Djoko prakoso dan Iketut Murtika, Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta,PT Bina
Aksara.1987), 48-49.

" Undang-undang Republik.Indonesia Nomor1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1

8 Al-Qur’an dan Terjemah, Ar-Rum : 21,(Bandung : Diponegoro, 2014).

° Departemen Agama RI, Alguran dan Terjemahannya, (Jakarta: Roudlatul Jannah, 2009), 406.



membina silaturrahmi dan tolong menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-
masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.®
Dalam hukum Islam larangan pernikahan terdapat dalam Al-Qur’an

Surah An-Nisa ayat 23, yang artinya sebagai berikut:

Sl ) &y AA 3 alilGe 5 Al A 5 a8 5 Aliga) a8le Ca A
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“Diharamkan  atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak
perempuanmu, Saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara
perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak
perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari
saudara perempuanmu, ibu-ibu yang menyusuimu, saudara-saudara
perempuan yang satu susuan denganmu, ibu-ibu isterimu (mertua),
anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam
pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika
kamu belum mencampurinya (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak
berdosa atasmu (jika menikahinya), (dan diharamkan bagimu) isteri-
isteri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan
(dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang
telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun,
Maha Penyayang. !

Jika kita melihat larangan pernikahan yang terdapat atau di atur dalam
Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 23 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang perkawinan. Pernikahan yang dilarang oleh hukum adat, yakni

pernikahan sesama keluarga garis turun tiga (pernikahan sesama canggah).

10 Sa’id Thalib Al-Hamdani, Hukum Perkawinan Islam, Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani,
2011), 9.
UAI-Qur’an dan Terjemah, An-Nisa’:23 (Bandung : Diponegoro, 2014).



Yang ada di Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten
Tulungagung. Adalah pernikahan yang sesungguhnya sah dan diperbolehkan
oleh hukum Islam dan juga hukum positif.

Menurut hemat peneliti, pernikah sesama keluarga garis turun tiga
yang dilarang oleh hukum adat tetapi diperbolehkan oleh hukum positif atau
hukum islam adalah masalah yang sangat bagus untuk diteliti. Maka dalam hal
ini peneliti akan mengangkat penelitian ini sebagai tugas akhir (skripsi) dengan
judul “Larangan Pernikahan sesama Saudara Garis Turun Tiga (Studi di
Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten

Tulungagung)”

. Rumusan Masalah
1. Mengapa pernikahan sesama saudara garis turun tiga di larang di Dusun
Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pandangan MUI Kabupaten Tulungagung terhadap larangan
pernikahan sesama saudara garis turun tiga di Dusun Genengan Desa Punjul

Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung?

. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui apa faktor yang mempengaruhi larangan pernikahan
sesama Saudara garis turun tiga menurut masyarakat di Dusun Genengan
Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan MUI Kabupaten Tulungagung
terhadap larangan pernikahan sesama saudara garis turun tiga di Dusun

Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.
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D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yakni
manfaat praktis dan teoritis.

a. Manfaat Teoritis
Secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan
sebagai acuan atau tambahan informasi akademis yang bersifat ilmiah bagi
mahasiswa serta yang lainnya dapat mengetahui tentang bagaimana larangan
pernikahan secara adat namun secara hukum islam dan Negara pernikahan

itu diperbolehkan.

b. Manfaat Praktis
1) Bagi Penulis
Pertama, Memberikan pengembangan pengetahuan ilmu baik
hukum positif, hukum Islam dan hukum adat, khususnya hukum
larangan pernikahan secara adat.
Kedua, Untuk menjadi syarat bagi penulis mendapatkan gelar
Strata Satu dalam bidang hukum Al-Ahwal Al-Syahsiyyah.
2) Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
dan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana larangan pernikahan
secara adat, namun secara hukum agama dan Negara diperbolehkan.
3) Bagi Civitas Akademika UIN MALIKI Malang.
Bisa memberikan sumbangan informasi ilmiah dalam disiplin

ilmu hukum, khususnya hukum perkawinan. dalam tinjauan undang-
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undang, hukum adat dan hukum Islam, serta dapat dijadikan sebagai
literatur dalam proses pengembangan kajian ilmu hukum di lingkungan

mahasiswa UIN MALIKI Malang.

E. Definisi Operasional

Perkawinan atau Pernikahan adalah akad serah terima antara laki-laki
dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainya dan
untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat
yang sejahtera.

Perkawinan dalam pengertian “Perikatan Adat” ialah perkawinan yang
mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam
masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum
perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang
merupakan “Rasa senak* (hubungan anak-anak, bujang gadis) dan “rasa Tuha”
(hubungan orang tua keluarga dari pada calon suami istri).

Larangan Perkawinan adalah larangan nikah atau perkawinan bagi
seorang pria dengan seorang wanita selama-lamanya atau waktu tertentu, atau
larangan perkawinan wanita-wanita yang haram dinikahi oleh seorang pria
selama-lamanya atau waktu tertentu karena mempunyai beberapa sebab, sebab
ini bisa karena larangan dari hukum adat, hukum Negara atau hukum Islam.

Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI) adalah lembaga yang
mewadahi para ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk

membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.
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Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 17 Rajab 1395 Hijriah, atau
tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.

Sedangkan Majelis Ulama Indonesia wilayah Tulungagung adalah
lembaga yang mewadahi para ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam yang ada
di Tulungagung untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum

muslimin.

. Sistematika Penulisan

BAB | merupakan bagian pendahuluan. BAB ini memuat beberapa
elemen dasar penelitian, gambaran umum tentang permasalahan akademis yang
menurut penulis menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam latar belakang
yang menjadi alasan mendasar diadakannya penelitian ini.

Berawal dari latar belakang masalah, maka pokok masalah menjadi
sangat penting untuk menggambarkan secara jelas rumusan masalah apa yang
diangkat dalam penelitian. Selanjutnya tujuan penelitian yang dirangkaikan
dengan manfaat penelitian diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran
bagi perkembangan disiplin keilmuan hukum. Kemudian pemaparan definisi
operasional yang menginformasikan definisi suatu pokok pembahasan hukum
yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian terkait. Selain itu juga
dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang bertujuan menunjukkan letak
perbedaan dan hasil penelitian antara penelitian terdahulu dengan yang baru.

Di samping itu metode penelitian diletakkan dalam bagian awal
penulisan yang merupakan suatu langkah umum yang harus diperhatikan oleh

peneliti dan sebagai inti dari penelitian. BAB ini memaparkan langkah-langkah
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yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian. Pada bagian
ini dijelaskan jenis serta pendekatan penelitian, sumber serta metode yang
digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh. Terakhir dalam BAB 1 ini
adalah sistematika pembahasan penelitian yang berisi rincian setiap bab dalam
penelitian. Dengan mencermati BAB ini, gambaran dasar dan alur penelitian
akan dapat dipahami dengan jelas.

BAB Il adalah Tinjauan Pustaka berisi tentang pengertian pernikahan
dan perkawinan, syarat-syarat dan rukun perkawinan yang harus ada dan
dipenuhi, tujuan dari pernikahan dan dasar hukum pernikahan juga
dicantumkan dalam bab ini. Macam-macam pernikahan adat, tinjauan umum
tentang hukum dan masyarakat adat, serta politik dan teori berlakunya hukum
adat dan hukum Islam juga ada dalam bab ini.

BAB Il adalah Metodologi penelitian yang dijadikan sebagai
instrument dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah
dan sistematik. Dalam metode penelitian akan dijelaskan secara lengkap
mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode
pengumpulan data, serta pengelolahan data. Manfaat dari BAB Ill adalah
mempermudah peneliti dalam membuat karya tulis ilmiah atau skripsi sehingga
sesuai dengan podoman Fakultas Syariah UIN Malang.

BAB IV adalah paparan data berisi tentang data-data Desa yang
menjelaskan Desa Punjul secara geografis, profil penduduk dan, struktur
kepengurusan di Desa Punjul. Selanjutnya, pada BAB ini juga menjelaskan

sekilas tentang tugas yang dilakukan oleh MUI di Tulungagung.
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BAB V adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang
penguraian data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian
diedit, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.
Manfaat dari BAB V adalah memberikan penjelasaan kepada pembaca tentang
isi dari BAB V.

BAB VI Penutup meruapakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan
dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian
yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah
yang telah ditetapkan. Saran merupakan usulan atau anjuran kepada pihak-
pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang
diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atas anjuran untuk penelitian
berikutnya dimasa mendatang. Manfaat dari BAB VI adalah memberikan

kesimpulan dari objek yang telah diteliti.



BAB |1

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu
Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini
dapat sebagai berikut :

1. Penelitian oleh Mamad Ashari Santoso Mahasiswa UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang Tahun 2010 yang berjudul ‘“Pandangan Tokoh Masyarakat
Terhadap Pandangan Tradisi Perkawinan “Dadang Rebutan Penclok’an”
(Studi Kasus di Desa Tanjunggunung Kec. Peterongan Kab. Jombang)”

Dalam penelitian ini penulis membahas perkembangan adat dadang
rebutan pencok’an yang ada di Desa Tanjunggunung serta pandangan tokoh
masyarakat yang mengganggap bahwa adat tersebut masih perlu untuk
dipertahankan di masyarakat Desa Tanggunggunung. Dimana dadang rebutan
penclok’an adalah pernikahan yang dilakukan antara dua bersaudara yang tidak
boleh dilakukan di Desa yang sama. Bilamana dilanggar maka bencana

kemiskinan serta kematian akan terjadi dikeluarga yang melanggar adat.

15
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2. Penelitian oleh Yushadeni Mahasiswa fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta tahun 2009 yang berjudul judul “Tinjauan Hukum Islam Terdadap
Larangan Perkawinan Sesuku di Kecamatan Pangean Kabupaten Singgi
Provinsi Riau”

Dalam penelitian ini, membahas tentang adanya suatu kepercayaan
yang melarang warganya untuk melakukan pernikahan dengan warga yang
masih tinggal dalam suku yang sama. Sehingga bila tetap terjadi pernikahan
yang calon mempelai perempuan dan mempelai laki-laki tinggal dalam satu
suku maka akan mendapat sanksi adat dan bahaya yang didapatkan oleh
keluarga yang melanggar. Sehingga peneliti ingin melihat hukum adat
tersebut berdasarkan hukum Islam.

3. Dyah Puspita Ning Tyas Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Tahun 2017 yang berjudul Peran Kepala Desa dalam Perubahan Adat
Larangan Nikah antar Dusun Perspektif Figh Imamah Imam Al-Mawardi
dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa
Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri)

Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang adanya
kepercayaan larangan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang
tinggal dalam satu Desa yang mana bila dilanggar harus melakukan ritual
yang dianggap melanggar syariat Islam. Sehingga munculkan kebijakan
Kepala Desa untuk mengikis adat dengan memasukkan ajaran Islam yang

benar.
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TABEL |
Tabel pembanding penelitian terdahulu

No. | Penulis dan Judul | Persamaan Perbedaan
1. | Mamad Ashari Kesamaan dalam kedua | 1. yang menjadi
Santoso, penelitian ini  bahwa pembeda dalam
“Pandangan Tokoh | sama-sama melakukan penelitian ini adalah
Masyarakat penelitian lapangan untuk penelitian yang
Terhadap atau empiris dan sama- saat ini  membahas
Pandangan Tradisi sama meneliti tentang larangan  pernikahan
Perkawinan hukum larangan sesama saudara garis
“Dadang Rebutan pernikahan sesama | turun tiga, sedangkan
Penclok’an” (Studi | saudara penelitian  terdahulu
Kasus di Desa membahas  larangan
Tanjunggunung pernikahan yang bila
Kec. Peterongan adik ipar atau kakak
Kab. Jombang)” ipar berasal dari Desa
yang sama dengan
calon pengantin

tersebut.

. Penelitia terdahulu
hanya sebatas meminta
pendapat ulama
daerah. sedangkan
penelitian sekarang
meminta pertimbangan
hukum atas larangan
nikah pada MUI

2. | Yushadeni, Tinjauan (L. Penelitian  sekarang [L. Penelitian saat ini

Hukum Islam
Terdadap Larangan
Perkawinan Sesuku
di Kecamatan
Pangean Kabupaten
Singgi Provinsi
Riau.

dan terdahulu sama-
sama meneliti tentang
larangan pernikahan.

. Dalam kedua
penelitian ini sama-
sama melakukan

penelitian empiris.

meneliti larangan nikah
sesama keluarga
dengan garis turun tiga,
sementara  penelitian
terdahulu meneliti
tentang larangan nikah
dengan sesama suku

. Dalam penelitian yang
dilakukan saat ini akan

meminta pendapat
hukum tidak hanya
dengan tokoh

masyarakat tapi juga
dengan lembaga agama

MUI. Sedangkan
penelitian  terdahulu
tidak meminta

pendapat pada lembaga
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MUI.

3. | Dyah Puspita Ning |1. Dalam kedua | Perbedaan yang terlihat
Tyas, Peran Kepala | penelitian ini sama- | bahwa pada penelitian
Desa dalam | sama melakukan | terdahulu penelitian adat
Perubahan Adat | penelitian tentang | larangan pernikahan satu
Larangan Nikah | adat larangan | Desa. sedangkan
antar Dusun | pernikahan penelitian yang penulis
Perspektif Figh lakukan berkaitan
Imamah Imam Al- dengan larangan
Mawardi dan pernikahan sesama
Undang-Undang saudara garis turun tiga.

Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa
(Studi  di  Desa
Gadungan

Kecamatan  Puncu
Kabupaten Kediri)

(Sumber : dari tiap-tiap penelitian terdahulu yang dipakai sebagai pembanding)

B. Kerangka Teori
1. Tinjauan Umum Perkawinan
a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya
mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh
(wathi). Sedangkan menurut istilah hukum Islam, perkawinan menurut
syara’ vyaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan
bersenangsenang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan
bersenangsenangnya perempuan dengan laki-laki.'? Perkawinan menurut
Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaagon

gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya

2 Ramulyo Mohd Idris, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), 1.
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merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.®

Dan menurut etimologi para ulama fikih mendefinisikan
perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Dibawah ini akan
dijelaskan pengertian perkawinan menurut para ulama’ figih sebagai
berikut:

1) Imam Syafi’i mengartikan, pengertian nikah ialah suatu akad yang
dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita
sedangkan menurut arti majazi (mathoporic) nikah itu artinya
hubungan seksual.

2) Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan
mut’ah secara sengaja” artinya kehalalan seorang laki-laki untuk
melakukan beristimta’ dengan seorang wanita selama tidak ada factor
yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar’i.

3) Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz inkah yang
bermakna tajwiz dengan maksud mengambil manfaat untuk
bersenang-senang.

4) Al-Malibari  mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang
mengandung kebolehan (ibahat) melakukan persetubuhan yang
menggunakan kata nikah atau tazwij.

5) Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya al-ahwal al-syakhsiyyah,
mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum

berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan

13 Kompilasi Hukum Islam, BAB | Dasar Perkawinan Pasal 1, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 3.
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perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan
kewajiban di antara keduanya.

Dalam hukum Islam hukum perkawinan ada lima, yang
semuanya dikembalikan pada calon suami istri, yang adakalanya hukum
menjadi:

1) Mubah, sebagaimana asal hokumnya

2) Sunnah, bagi orang yang mampu secara dhohir maupun batin.

3) Wajib, perkawinan hukumnya bisa jadi wajib bagi mereka yang sudah
siap secara dhohir dan batin dan khawatir akan terjebak pada zina.

4) Haram, pernikhan hukumnya menjadi haram jika mereka yang ingin
menikah hanya untuk menyakiti perempuan yang akan dinikahi.

5) Makruh, pernikahan hukumnya menjadi makruh bagi mereka yang

belum mampu memberi nafkah baik lahir maupun batin.*®

b. Syarat dan Rukun Perkawinan Menurut Hukum Islam

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan
tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk
dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau
menurut Islam calon pengantin laki-laki/ perempuan itu harus beragama
Islam.

Sedangkan rukun vyaitu sesuatu yang mesti ada Yyang
menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu

termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk

14 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta:
Kencana Prenadamedia Group, 2004), 38.
15 Sudarsono, Hukum Keluarga Nasional, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), 74-75.
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wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat, atau adanya calon pengantin
laki-laki/ perempuan dalam perkawinan.

Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan
syarat. 6 Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama
yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi
hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal
bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.®

Tentang jumlah rukun nikah ini para Imam Madzhab berbeda
pendapat dalam menentukanya. Imam Malik mengatakan rukun nikah itu
ada lima macam, yaitu : wali dari pihak perempuan, mahar (mas kawin),
calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan sighat akad
nikah. Imam Syafi’i juga menyebutkan lima, yaitu calon pengantin laki-
laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi dan sighat akad
nikah.

Sedangkan menurut para ulama madhzab Hanafiyah
menyebutkan rukun nikah itu hanya ada satu yaitu ijab dan qobul (akad
yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-
laki). Sedang menurut segolongan ulama yang lain menyebutkan rukun
nikah ada empat, yaitu: sighat (ijab dan qobul), calon pengantin
perempuan, calon pengantin laki-laki, dan wali dari pihak calon
pengantin perempuan.t’

Dari uraian diatas, jumhur ulama telah sepakat bahwa rukun

perkawinan terdiri atas :

16 Abd. Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006), 45-46.
17 Al-Mawardi, Hukum Perkawinan dalam Islam, (Yogyakarta: BPFE, 1998), 48.
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1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan

Rukun perkawinan yang pertama adalah adanya calon
mempelai laki-laki. Adapun calon mempelai laki-laki harus
mempenuhi syarat mampu melaksanakan akad sendiri yakni:

a) Islam

b) Baligh

c) Berakal sehat

d) Tidak dipaksa

e) Bukan mahram calon mempelai wanita

f) Tidak sedang ihram haji atau umrah

g) Tidak mempunyai halangan yang mengharamkan nikah.

Rukun perkawinan yang kedua adalah calon mempelai
wanita. Adapun calon mempelai wanita harus memenuhi syarat
berikut:

a) Islam

b) Berkal sehat

¢) Bukan mahram calon mempelai laki-laki
d) Tidak sedang ihram atau umrah.

e) Tidak mempunyai halangan yang meramkan nikah.*®

2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
Wali adalah orang bertanggung jawab bertindak menikahkan

mempelai wanita. Adapun syarat- syaratnya adalah:

18 Abdul Haris Naim, Figh Munakahat, (Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus,
2008), 68.
19 Abdul Haris Naim, Figh Munakahat, 69.
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a) Laki-laki
b) Dewasa
c) Mempunyai hak perwalian

d) Tidak terdapat halangan perwalian?

3) Adanya dua orang saksi,
Dalam sahnya perkawinan harus ada sedikitnya dua orang
saksi, yang syarat-syaratnya sebagai berikut:
a) Seorang muslim
b) Seorang merdeka
c) Dewasa
d) Pikiran sehat (tidak gila)

e) Kelakuan baik?!

4) Adanya sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang di ucapkan oleh wali
atau wakilnya dari pihak perempuan dan dijawab oleh calon pengantin

laki-laki.?

5) Mahar atau Mas Kawin
Dalam islam mas kawin atau sadag, berarti mas kawin dan
juga disebut mahar, dalam perkawinan harus ada mahar yaitu suatu
pemberian dari pihak laki-laki sesuai dengan permintaan pihak

perempuan. Sedangkan besarnya mahar atau mas kawin tidak dibatasi,

20 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta:
Kencana Prenadamedia Group, 2004), 62.

2L Abdul Haris Naim, Figh Munakahat, 73.

22 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara figh Munahakat dan Undang-
Undang Perkawinan, (Jakarta: Prenada Media Groub, 2006), 31.
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islam hanya memberikan prinsip pokok yaitu ma’ruf artinya dalam
batas-batas yang wajar sesui dengan kemampuan.?

Sedangkan syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi
sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka
perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban
sebagai suami isteri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada
dua:

1) Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang
ingin menjadikannya isteri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan
orang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara

maupun untuk selama-lamanya.

2) Akad nikahnya dihadiri para saksi.?
Adapun secara rinci masing-masing syarat sah pernikahan
yaitu:
a) Syarat calon pengantin pria:
1) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
2) Jelas orangnya.
3) Tidak terdapat halangan perkawinan.
4) Beragama Islam.
5) Calon mempelai laki-laki itu tahu betul calon isterinya halal

baginya.

23 Sumijdjo, Pengantar Hokum Perkawinan Indonesia, (Bandung: CV Amrico, 1993), 125.
24 |bid, Abd. Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, 49.



6) Tidak karena paksaan.

7) Tidak sedang mempunyai istri empat.

b) Syarat calon pengantin wanita:

25

1) Beragama Islam atau ahli atau beragama meskipun Yahudi atau

2) Nasrani.
3) Jelas bahwa ia perempuan.
4) Jelas orangnya.

5) Tidak terdapat halangan perkawinan.?®

c) Syarat-syarat wali
1) Laki-laki
2) Dewasa
3) Mempunyai hak perwalian
4) Tidak terdapat halangan perwaliannya

5) Berakal dan adil (tidak fasik).?®

d) Syarat-syarat saksi
1) Minimal dua orang laki-laki
2) Hadir dalam ijab gabul
3) Dapat mengerti maksud akad
4) Islam

5) Dewasa dan berakal.

% Ahmad Rofig, Hukum Islam Di Indonesia,( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 71.

% |bid, Abd. Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, 59.
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e) ljab gabul syarat-syaratnya

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.

3) Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kata
nikah dan tazwij

4) Antara ijab dan gabul bersambungan

5) Antara ijab dan gabul jelas maksudnya

6) Orang yang berkait ijab gabul tidak sedang ihram haji/ umrah

7) Majlis ijab dan gabul itu harus dihadiri minimum empat orang,
yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai

wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.?’

c. Dasar Hukum Perkawinan
Agar perkawinan mencapai tujuannya maka perlu ditaati
peraturan peraturan agama dan hukum Negara yang mengatur soal
perkawinan.
1) Perkawinan Dalam Islam
Diantara ayat suci al-Qur’an yang mengatur pernikahan

adalah Ar-Ruum : 21

0z
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“Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

27 Ahmad Rofig, Hukum Islam Di Indonesia, 72.
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dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. 28

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam
keterpaduan antara ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta
(mawaddah), dan kasih saying (rahmah). la terdiri dari istri yang patuh
dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang
dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri
yang patuh dan taat serta kerabat yang saling membina silaturrahmi
dan tolong menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing
anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.?®

Islam  menetapkan perkawinan sebagai suatu yang
disunatkan. Sunnah menurut terminologi berarti jalan yang ditempuh
oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana Sabda Rosulullah saw yang
artinya:

“ Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang benci kepada

sunahku bukanlah termasuk umatku.” (HR. Muslim).3°

2) Perkawinan menurut Hukum serta Peraturan Perundangan yang

berlaku.

28 Al-Qur’an dan Terjemah, Ar — Ruum : 21,(Bandung : Diponegoro, 2014).

29 Sa’id Thalib Al-Hamdani, Hukum Perkawinan Islam, Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani,
2011), 9.

30 Nur Jamaan, Figih Munahakat, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993), 7.
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Dalam KUH Perdata, pengertian perkawinan tidak dengan
tegas diatur ketentuannya seperti Pasal 26 yang memandang
perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27
bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103
menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong
menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah
definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha membuat definisi
perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita
yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk
membentuk keluarga yang kekal abadi.®

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan
batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk
rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan
Yang Maha Esa.*?

Penjelasan Pasal 1 menjelaskan bahwa:

“ Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang
pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan
mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian,
sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani,
tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.
Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan
keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, memelihara, dan
pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Perkawinan bersumber dari Alguran dan Alhadits, yang

kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-

%1 Neng Yani Nurhayani, Hukum Perdata, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 132.
%2 |bid, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1, 2.
33 Ibid, Kompilasi Hukum Islam, Penjelasan Pasal 1, 26.
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Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi
Hukum Islam Tahun 1991.

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah
karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila sila yang
pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas
dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali
dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja
mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin atau
rohani.®*

Pasal 2 KHI
“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad
yang sangat kuat atau mitsagan galidzan untuk menaati perintah Allah

dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Pasal 3 KHI

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga
yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

Selain itu, keabsahan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Ayat
(1) UUP. “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ayat (2)
mengungkapkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku”.®®

34 Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, (Jakarta: Presentasi Pustaka,

2006), 106.

%Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 8.
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Dilinat dari segi hukum, perkawinan merupakan satu
persetujuan yang mengandung tiga sifat yang khusus yaitu:

a) Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan dan kerelaan.

b) Kedua belah pihak (suami dan isteri) saling mempunyai hak untuk
mengambil keputusan yang berhubungan dengan perkawinan
berdasarkan ketentuan dan hukum yang berlaku.

c) Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai
hak dan kewajiban masing-masing (suami dan isteri).

Ketiga sifat tersebut diatas membedakan persetujuan
perkawinan dengan persetujuan lainnya, seperti persetujuan jual beli,
sewa menyewa dan sebagainya. Dalam suatu perkawinan, isi
persetujuan telah ditentukan oleh hukum dan peraturan perundangan
yang berlaku.

Apabila seseorang pria dan wanita sepakat untuk
melaksanakan perkawinan, maka keduanya berarti saling berjanji akan
mematuhi segala peraturan, ketentuan serta hukum yang berlaku
mengenai hak dan kewajiban masing-masing selama dan sesudah

hidup bersama.®

d. Asas-Asas Perkawinan

3 Sukri Ghazali dkk, Nasehat Perkawinan Dalam Islam, (Jakarta: Kuning mas Offset, 1983), 15.
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Dalam ikatan “perkawinan” sebagai salah satu bentuk perjanjian
(suci) antara seorang pria dengan seorang wanita yang mempunyai segi-
segi perdata, berlaku beberapa asas antara lain adalah sebagai berikut:
1) Asas Kesukarelaan
Asas kesukarelaan merupakan asas terpenting dalam
perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara
kedua calon suami-isteri saja, tetapi juga antara kedua orang tua kedua
belah pihak tersebut. Ke-(suka)-relaan orang tua yang menjadi wali
seorang wanita adalah merupakan sendi asasi perkawinan Islam.

Dalam berbagai hadits Nabi, asas ini dinyatakan dengan tegas.®’

2) Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak

Asas ini merupakan konsekuensi logis asas pertama yang
disebutkan tadi, ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam
melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk
dinikahkan dengan seorang pemuda, misalnya harus diminta lebih
dahulu oleh wali atau orang tuanya. Menurut Sunnah Nabi,
persetujuan itu dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut. Dari
berbagai Sunnah Nabi dapat diketahui bahwa perkawinan yang
dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak dapat dibatalkan

oleh pengadilan.®®

3) Asas Kebebasan Memilih

87 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 8.
38 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 139.
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Asas ini juga disebutkan dalam Sunnah Nabi. Diceritakan
oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama
Jariyah menghadap Rasulullah SAW dan menyatakan bahwa ia telah
dikawinkan ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah
mendengar pengaduan itu, Nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat
memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak
disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya itu dibatalkan
untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang

disukainya. %

4) Asas Kemitraan Suami-Isteri
Asas ini dengan tugas dan fungsinya yang berbeda karena
perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan) disebut dalam Alquran

surah An-Nisaa“ (4) Ayat 34 :

e

uaa.a L‘,J.c a waxy AW dm& l..A.i ;l..u.d\ 3.&- O)94 33 Jla J

cupall GlBAA ELEAE GlAANE & agdi3al (a1 58550 Lag

Oh gBad b 5euhd elAS iy &y BAA Ly
&a

\J.uS l..ils ul.S g u\ )..a.u.n u.@..ﬁls

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas
sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah
menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita
yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika
suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).
Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah

39 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 11.



33

mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah
mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu
mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah
Mabha Tinggi lagi Maha Besar. "

dan surah Al-Bagarah Ayat 187:
40l iy 81 4 b A8 ) a3 alglal) AL 540 Gal
Al A% G A ) gin g 1 sl a0 A GBI ) S g G g haily
Y3 J ) aliall ) g & Akl Gra 2 5udl Ll fa (Vi
AU 55538 0 3 syl B gl T b g3

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur
dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu
pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya
kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni
kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah
mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan
makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang
hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai
(datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang
kamu beri’tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah
kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya
kepada manusia, supaya mereka bertakwa. ’**

Kemitraan menyebabkan kedudukan suami-isteri dalam
beberapa hal sama namun dalam hal yang lain berbeda, misalnya:
suami menjadi kepala keluarga dan isteri menjadi kepala dan

penanggung jawab pengaturan rumah tangga.*?

40 Al-Qur’an dan Terjemah, An-Nisa’: 34,(Bandung : Diponegoro, 2014).
1 Al-Qur’an dan Terjemah, Al-Bagarah : 187,(Bandung : Diponegoro, 2014).
2 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, 140.
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5) Asas Untuk Selama-lamanya
Asas ini menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk
melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang

selama hidup (Alqur*‘an surah Al-Rum (30):21).
gz\gAeS.HA&AJLG-\M \JMIA\JJ\M\W?SSLQSA ‘MQ‘&AJ
Grs R 238 ey b B &) dad

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. "+

Karena asas ini pula maka perkawinan mut’ah yaitu
perkawinan sementara yang diperuntukkan hanya bersenang-senang
selama waktu tertentu saja seperti yang terdapat pada masyarakat Arab

Jahiliyah dahulu, hal ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW.*

e. Larangan Perkawinan
1) Larangan Pernikahan Menurut Hukum Islam
Islam telah mengatur larangan atau diharamkanya
perkawinan karena hubungan nasab atau hubungan kekeluargaa telah
diataur secara jelas dan sebagaimana disebutkan dalam firman Allah

SWT dalam Qur’an Surah An-Nisa’ ayat 23 sebagai berikut:
e iy (VL e 5 a0 5a05 S Al Kl Badd

Clgal 3 Aelin 3l (e 2805805 sl o) sl cd¥ S

4 Al-Qur’an dan Terjemah, Ar-Ruum : 21,(Bandung : Diponegoro, 2014).
44 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, 142,
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s &l (e (ol s (I5la 5 RKie LA b (g, dl0 1 1 &
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“Diharamkan  atas kamu  (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak
perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara
perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak
perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari
saudara perem-puanmu, ibu-ibu yang menyusuimu, saudara-saudara
perempuan yang satu susuan denganmu, ibu-ibu isterimu (mertua),
anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam
pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika
kamu belum mencampurinya (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak
berdosa atasmu (jika menikahinya), (dan diharamkan bagimu) isteri-
isteri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan
(dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang
telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun,
Maha Penyayang.™*

2) Bentuk Nikah Yang Dilarang dalam islam
a) Nikah Mut'ah
Yaitu suatu pernikahan yang dilaksanakan untuk
jangka waktu tertentu, jikawaktu yang ditentukan sudah habis
maka si wanita atau istri dinyatakan terlepasdari ikatan
pernikahannya dan dia berhak menerima mut'ah  dari
suaminya.Padahal kita mengetahui pernikahan adalah suci, untuk

mendapatkanketurunan, membina rumah tangga yang baik dan

berlangsung dalam waktuyang tidak terbatas.

5 Al-Qur’an dan Terjemah, An-Nisa’ : 23,(Bandung : Diponegoro, 2014),
46 Slamet Abidin, Aminudin, Figih Munakahat |, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), 14.
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A ) e N JB Ade ) ) e G B o aada b

asal fe sl (o g alugdnle A La Al ) Lagle

A S ALY
“Dari Muhammad bin Ali (yang dikenal dengan sebutan Muhammad
bin Hanafiah), bahwa ayahnya Ali (bin Abu Thalib) berkata kepada
Ibnu 4bbas Radhiyalahu ‘anhuma : “Sesungguhnya Nabi Shallallahu

‘alaihi wa sallam melarang mut’ah dan daging keledai pada masa

Khaibar”.*’

b) Nikah Muhallil
Yaitu suatu perkawinan antara laki-laki dan wanita yang
telah ditalak tiga olehsuaminya dengan tujuan untuk menghalalkan
kembali pernikahan antara wanita dengan bekas suaminya setelah
dia ditalak oleh suaminya yang kedua.*®
Larangan ini didasarkan pada firman Allah Ta’ala:
318 Lk o 8558 1333 Sl 58 B Sa A a5 38 Lgila i

@
3

3gaa &J 5 4).\1 393 Lad) u\ %) O Sadl u\ Flagale Cl.é
6 54 0 455 9

“Kemudian jika ia menceraikannya (setelah talak yang kedua),
makaperempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum ia menikah
dengan suami vyanglain. Kemudian jika suami yang lain itu
menceraikannya, maka tidak ada dosabagi  keduanya  (suami
pertama dan  bekas isteri) untuk  menikah  kembali
jikakeduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-

47 Slamet Abidin, Aminudin, Figih Munakahat I, 15
48 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Figih Munakahat, (Jakarta : Amzah, 2009), 39.
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hukum  Allah. Itulahketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-
Nya kepada orang-orang yangberpengetahuan. ™

c) Nikah Syighar
lalah seorang laki-laki yang menikahkan anak
perempuannya kepada seseorang dengan syarat imbalan, ia harus
dikawinkan dengan anak perempuan orang tersebut, dan keduanya

tanpa mahar.>°

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata : Rasulullah SAW melarang nikah
syighar. Sedang nikah syighar yaitu, seorang laki-laki berkata,
“Nikahkanlah aku dengan anak perempuanmu, dan aku akan
menikahkan kamu dengan anak perempuanku, atau nikahkanlah aku
dengan saudara perempuanmu dan aku akan menikahkan kamu
dengan saudara perempuanku”. [HR. Muslim]

Dasar hukum larangan nikah syighar adalah

ST 8 Jai Y 108 La Gl O Ja8 il 0B

“Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, “Tidak ada nikah

syighar dalam Islam”. (HR. Muslim).>*

3) Larangan Perkawinan Menurut Hukum Positif
Larangan secara jeias dan ketat diatur dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam

pasal 8, yang menjelaskan sebagai berikut:

“9AI-Qur’an dan Terjemah, Al-Bagarah:230,(Bandung : Diponegoro, 2014).
%0 Ali Ahmad al-Jurjawi, falsafah dan Hikmah Hukum Islam, (Semarang: Asy-Syifa, 1992). 26
51 Ali Ahmad al-Jurjawi, falsafah dan Hikmah Hukum Islam. 28
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1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah
ataupun ke atas;

2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu
antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan
antara seorang dengan saudara neneknya.

3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/
bapak tiri;

4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan,
saudara susuan dan bibi/paman susuan.

5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau
kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari
seorang.

6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain
yang berlaku, dilarang kawin®2.

2. Tinjauan Umum Tentang Tradisi dan Perkawinan Adat
a. Pengertian Tradisi

Van Reusen memberikan pengertian tradisi merupakan warisan
atau norma adat istiadat, kaidah-kaidah, harta-harta. Tetapi tradisi bukan
suatu yang tidak dapat diubah. Tradisi justru diperpadukan dengan aneka
ragam perbuatan manusia dan diangkat dalam keseluruhnnya. Manusia
yang membuatkan ia yang menerima, ia pula yang menolaknya atau
mengubahnya. Itulah sebabnya mengapa kebudayaan merupakan cerita
perubahan-perubahan manusia yang selalu memberi wujud baru kepada
pola-pola kebudayaan yang sudah ada.>?

Menurut arti yang lebih lengkap bahwa tradisi mencakup
kelangsungan masa lalu dimasa Kini ketimbang sekedar menunjukan

fakta bahwa masa kini berasal dari merupakan dibuang atau dilupakan.

52 Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2012), 5. Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 8
53 C.A. van Peursen, Strategi Kebudayaan, (Yogyakarta: Kanisisus, 1988). 11
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Maka di sini tradisi hanya berarti warisan, apa yang benar-benar tersisa
dari masa lalu. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Shils.
keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu
namun benar-benar masih ada kini, belum dihancurkan, dirusak, “Tradisi
berarti segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke
masa Kini”.

Tradisi atau kebiasaan merupakan suatu gambaran sikap dan
perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dilakukan
secara turun temurun dimulai dari nenek moyang. Tradisi yang telah
membudaya akan menjadi sumber dalam berakhlak dan berbudi pekerti
seseorang. Tradisi dalam

Pengertian sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak
lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat ini
adalah pengertian tradisi menurut Piotr Sztompka.>*

Kebudayaan tersebut lahir sesungguhnya diakibatkan oleh
keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam bentuk
tingkah laku, pola hidup, perekonomian, pertanian, system kekerabatan,
stratifikasi sosial, religi, mitos dan sebagainya. Kesemua aspek tersebut
yang kemudian harus dipenuhi oleh manusia dalam kehidupannya yang
sekaligus secara spontanitas akan melahirkan kebudayaan atau tradisi.

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang
berasal dari masa lalu namun masih ada hingga Kkini dan belum

dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat di artikan sebagai warisan yang

5 C.A. van Peursen, Strategi Kebudayaan. 13
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benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi
berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.>®
Lebih Kkhusus tradisi yang dapat melahirkan kebudayaan

masyarakat dapat diketahui dari wujud tradisi itu sendiri. Menurut

Koentjaraningrat, kebudayaan itu mempunyai paling sedikit tiga wujud,

yaitu:

1) Wujud Kebudayaan sebagai suatu kompleks ide-ide, gagasangagasan,
nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya.

2) Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas kelakuan berpola dari
manusia dalam masyarakat

3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia®®

. Tentang Perkawinan Adat

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting
dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya
menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak,
saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam
hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penteng
bagi mereka yang masih hidup saja. Tetapi perkawinan juga merupakan
peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatina

dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.®’

% Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, ( Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 69.
% Mattulada, Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup, (Hasanuddin University Press,

1997), 1.

57 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, 10.
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Berikut ini akan dikemukakan definisi perkawinan menurut
hukum adat yang dikemukakan oleh para ahli:
1. Hazairin
Menurut Hazairin perkawinan adat merupakan rentetan
perbuatan-perbuatan magis, yang bertujuan untuk menjamin

ketenangan, kebahagiaan, dan kesuburan.®®

2. A. Van Gennep
Perkawinan sebagai suatu rites de passage (upacara
peralihan) peralihan status kedua mempelai. Peralihan terdiri dari tiga
tahap:
a) Rites de separation
b) Rites de merge

c) Rites de aggregation®®

3. Djojodegoeno
Perkawinan merupakan suatu paguyupan atau somah (jawa:
keluarga), dan bukan merupakan suatu hubungan perikatan atas dasar
perjanjian. Hubungan suami-istri sebegitu eratnya sebagai suatu

ketunggalan.®°

3. Tinjauan Umum Tentang ‘Urf

a. ‘Urf

%8 Wignjoropoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984),
13.

%9 Wignjoropoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, 14.

80 Wignjoropoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, 15.
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Menurut bahasa Kata ‘urf berasal dai kata ‘arafa, ya'rifu <)
(<isering diartikan dengan “al-ma’ruf” (< ol ) dengan arti: “

sesuatu yang dikenal”.%!

Pada umumnya ‘urf juga dikenal dengan adat istiadat. Namun
lain halnya dengan Amir Luthfi yang menyatakan bahwa ’urf adalah
sesuatu yang dijadikan kebiasaan oleh masyarakat umum maupun
golongan masyarakat. Namun pada dasarnya tidak ada perbedaan antara
adat dan ‘wurf, karena keduanya sama-sama mengacu kepada peristiwa
yang berulang kali dilakukan sehingga diakui dan dikenal orang.%?

Berdasarkan penggolongan macam-macam ‘urf terdiri dari tiga
macam, Yyaitu : berdasarkan segi materi, segi ruang lingkup, dan segi
penilaian baik buruknya ‘urf.

1) Dilihat dari segi materi yang biasa dilakukan terbagi dua bagian,
yaitu:

a) ‘Urf qauli (&35 ‘-5)9), adalah kebiasaan masyarakat dengan

mengunakan lafadz atau perkataan dalam mengatakan sesuatu.

Sebagaimana kata waladun (433) yang berarti “anak” yang

diggunakan  baik  untuk  perempuan  maupun laki-laki.
Pemberlakukan kata tersebut untuk perempuan karena tidak
terdapat kata yang mengkhususkan perempuan dengan
penggunakan tanda perempuan (mu’annats). Penggunaan kata

walad itu untuk laki-laki dan perempuan sebagai mana disebutkan

61 Ami Syarifuddin, Ushul Figh 2, Cet 7 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 410
62 Sapiudin Shidig, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana, 2011), 98.
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dalam QS An-Nisa’ (4): 11-12 yang mana dalam kedua ayat
tersebut kata walad disebutkan berulang laki dan berlaku untuk

anak laki-laki dan perempuan.
b) “Urf fi'li (<_,-‘»‘-é dﬁ), adalah kebiasaan yang berlaku dalam

perbuatan. Sebagaimana jual beli barang-barang yang kurang

bernilai maka transaksinya cukup menunjuk barang serta serah

terima barang dan uang tanpa adanya transaksi akad apapun atau

dengan kebiasan mengambil rokok diantara teman tanpa adanya

lafadz meminta atau memberi tidak menjadikan hukum mencuri.®?
2) Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaanya, yaitu :

a) Adat atau ‘urf umum (e\-g &-5)9), adalah kebiasaan yang dimana-

mana sudah dilakukan, baik dilakukan oleh agama maupun di suku-
suku lain. Seperti halnya mengangguk tanda menyetujui sesuau

atau meggelengkan kepala tanda menolak.

b) Adat atau ’urf Khusus (0@& ‘-5)9), kebiasaan yang dilakukan

oleh sekumpulan kelompok yang dilakukan di tempat dan waktu
tertentu. Seperti panggilan ‘“Paman” bagi orang sunda digunakan
untuk adik dari ayah. Sedangkan masyarakat jawa umumnya
mneggunakan panggilan “paman” untuk kakak maupun adik dari
ayah.54

3) Dilihat dari segi penilaian baik dan buruknya, yaitu :

8Ami Syarifuddin, Ushul Figh 2, Cet 7 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 415.
64 Ami Syarifuddin, Ushul Figh, 415.
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a) ‘Adat yang shahih ({2 dﬁ), adalah sesuatu suatu yang

dikenal masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil syarak.
Seperti saling mengertinya isteri tidak boleh menyerahkan dirinya

kepada suaminya kecuali dia telah menerima sebagian maharnya.
b) ‘Adat yang fasid (Mé &-iff), sesuatu yang diketahui masyarakat
namun bertentangan dengan syarak. Seperti mengertinya hukum

perbuatan mungkar dalam upacara adat kelahiran anak, memakan

riba dan kontrak judi.®

% Abd Wahab Khalaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ushul al Figh), cet 1 (Yogyakarta : CV
Nurcahaya, 1980), 124.
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METODE PENELITIAN

Dalam penelitian dibutuhkan suatu metode yang memegang peranan
penting untuk mencapai suatu tujuan. Metode penelitian adalah cara
melaksanakan penelitian yang meliputi kegiatan mencari, mencatat, merumuskan,
menganalisis, dan menyusun laporan berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala
secara  ilmiah®®.  Adapun dalam penulisannya, penulis  menggunakan
metode penelitian yang meliputi sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis

empiris yakni sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat

8 Kholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodelogi Penelitian: Memberikan Bekal Teoritis Pada
Mahasiswa Tentang Metode Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian
Dengan Langkah-langkah yang Benar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 2.

46
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hukum dalam arti yang nyata atau dapat dilihat, melihat bagaimana cara kerja
hukum dalam masyarakat. ®’

penelitian ini.®® Data tersebut kemudian digambarkan secara
sistematis, faktual, dan akurat, sehingga diperoleh interpretasi yang dapat
menjawab tujuan penelitian dengan tepat.5°

Dalam penelitian ini penulis akan terjun langsung ke lapangan untuk
menggali atau mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penulisan ini,
setelah itu penulis kemudian menjabarkan fakta- fakta lapangan mengenai
larangan pernikahan garis turun tiga. Harapannya setelah penulisan ini selesai
dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi masyarakat umum, akademisi
khususnya penulis, agar bisa memahami dan mengetahu tentang larangan
perkawinan adat garis turun tiga yang ada di Dusun Genengan Desa Punjul

Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.

B. Lokasi Penelitian
Penentuan lokasi termasuk hal yang penting dalam penelitian yang
berdasarkan penelitian lapangan. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian
di Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten
Tulungagung sebagai lokasi penelitian dengan alasan bahwa penulis
menemukan bahwa Desa tersebut masih menggunakan menggunakan larangan
pernikahan garis turun tiga. Tidak hanya itu, penulis juga melakukan penelitian

di kantor MUI Tulungagung untuk mendapat data pendukung terhadap

57 Sarjono soekanto, pengantar penelitian hukum (jakarta: PT. Rajagrafindo, 2006), 133.

% Robert C. Bogdan & Sari Knopp Bikken, Qualitative Research for Education; an Introduction
to Theory and Method (USA: Allyn and Bacon, 1992), 5.

8 F.L. Whitney, The element of Research (New York: Prentice Hall Inc, 1960), 160.
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larangan di Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten

Kediri.

C. Sumber Data
1. Data Primer
Sumber Data Primer (primary data), yaitu data yang diperoleh
secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi obyek
penelitian ini”®. Yaitu wawancara langsung dengan Tokoh Adat, Tokoh
Alim Ulama setempat, MUI dan masyarakat pelaku nikah garis turun
tiga,yang ada di Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo

Kabupaten Tulungagung.

2. Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari
sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku-buku yang
menjadi referensi terhadap tema yang diangkat. Adapun buku buku yang
dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan ialah literatur-literatur lain seperti
dasar hukum yang berasal dari Al-Qur’an dan Hadist, Undang-Undang,
KHI, Pendapat ahli tentang perkawinan baik perkawinan dari segi hukum
agama, Negara atau adat, artikel-artikel atau jurnal yang berkaitang tentang
perkawinan adat, buku-buku, study pustaka, media masa yang berkaitan

dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

"%Seerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul-Press, 1986), 12.
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D. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data yang dimaksud untuk menjelaskan urutan kerja
sebagai alat dan cara untuk mengumpulkan data agar data yang dihasilkan
tersusun secara sistematis. Ada beberapa metode pengumpulan data dalam

penelitian ini.

1. Wawancara

Dalam sebuah penelitian kualitatif, wawancara adalah tekhnik atau
metode pengumpulan data yang paling penting untuk mendapatkan data
secara jelas dan terperinci. Wawancara ini dilakukan dengan secara langsug
oleh penulis terhadap narasumber yang ditujukan kepada MUI, Ulama,
tokoh adat, dan masyarakat yang bersangkutan dengan adat guna
mendapatkan informasi terkait larangan nikah garis turun tiga.

Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai para informan yang
menjadi subyek dari penelitian ini, sebagaimana yang telah disebutkan
diatas. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara semi struktur
karena meskipun peneliti membuat daftar pertanyaan untuk diajukan pada
objek penelitian tetap saja nantinya peneliti akan melakukan wawancara
diluar daftar pertanyaan bila diperlukan data lain saat wawancara. Sehingga
daftar yang tercantum dalam wawancara hanya sebagai pedoman dalam
proses pencarian data pada narasumber. Berdasarkan metode tersebut, maka
diantaranya narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut :

1) MUI : KH. Hadi Muhammad. M
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2) Ulama:
a. Agus Hasan, S.H
b. KH. Muhsin
c. KH. Mujib
3) Tokoh adat :
a. Wawan
b. Dikun
4) Masyarakat pelaku nikah garis turun tiga :
a. Agus Sufi

b. Hj. Siti Marfuah

. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap
gejala-gejala yang di teliti. Observasi merupakan proses yang kompleks
yang dimaksud untuk mengamati terhadap peristiwa — peristiwva yang
dilakukan dengan cara melihat, mendengarkan, merasakan dan kemudian di
catat subyek penelitiannya, selain itu, penulis melakukan observasi ini
dilakukan guna melihat kondisi pelaku setelah melakukan pernikahan garis
turun tiga.

Dalam penelitian ini penulis turun ke lokasi penelitian secara
langsung yaitu di Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo

Kabupaten Tulungagung dan MUI Kabupaten Tulungagung.
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3. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah segala sesuatu atau setiap bahan
yang tertulis ataupun berupa foto. Metode dokumentasi ini sudah lama
digunakan dalam penulisan sebagai sumber data karena dalam banyak

hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk
menguji, menafsirkan,bahkan meramalkan dari masalah yang sedang
diteliti oleh penulis.”

Mengenai metode dokumentasi ini, yang dilakukan dengan
pengumpulan berkas-berkas, arsip, artikel, dokumen penelitian, dan lainnya

yang berkaitan dengan apa yang akan penulis teliti.

E. Metode Analisis Data

Sebelum data hasil wawancara dianalisa, perlu dilakukan proses
pengolahan data terlebih dahulu untuk memisahkan mana data yang relevan
dengan tujuan penelitian dan mana yang tidak. Pengolahan data dimulai
dengan proses editing (pemeriksaan ulang) dengan tujuan data yang dihasilkan
berkualitas baik. "

Cara editing ini memiliki tujuan, apakah data-data yang diperoleh ini
bisa mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk
meningkatkan Kualitas data sehingga dicapailah suatu data yang benar-benar

valid.

"1 Lexy J Moleong, Metodelogi Penulisan Kualitatif, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2010), 16.
2 LKP2M, Research Book for LKP2M (Malang: UIN-Malang, 2005), 60-61.
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Dalam hal ini peneliti membaca kembali kembali data hasil
wawancara yang telah dikumpulkan dalam tape recorder, data dokumentasi
arsip Desa, serta data yang diperoleh guna melengkasi penelitian. Hal ini
bertujuan agar penulis dapat mengetahui jika masih terdapat hal-hal yang salah
dan meragukan.

Proses selanjutnya adalah classifying (pengelompokan), dimana data
hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu
berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh
benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Tahap ini
dilakukan agar penelitian ini lebih sistematis dan guna menghindari
pengulangan pembahasan materi terkait data yang diperoleh.”

Setelah diklasifikasikan, data harus menjalani proses verifying
(dikonfirmasi dengan sejumlah pertanyaan) agar data yang dihasilkan diketahui
dengan jelas sumbernya. Namun, dalam tahap ini peneliti menggunakan
metode triangulasi sumber, yaitu perolehan data atau informasi dari satu pihak
yang kemudian dibuktikan kembali kebenarannya terhadap pihak kedua,
ketiga, dan seterusnya.’*

Proses selanjutnya adalah analysing (analisa). Proses ini merupakan

proses Yyang terpenting dalam penelitian kualitatif yang harus selalu

73 Sayuti, Pengantar Metodologi Riset, (Jakarta: CV. Fajar Agung, 1989), 64.

74 Dyah Puspita Ning Tyas, Peran Kepala Desa dalam Perubahan Adat Larangan Nikah antar
Dusun Perspektif Figh Imamah Imam Al-Mawardi dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa, (Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim),
41.
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disandingkan dengan upaya interpretatif.” Analysing meliputi penyederhanaan

data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.
Langkah terakhir adalah concluding (penarikan kesimpulan), yaitu

dengan cara menganalisis data secara komprehensif serta menghubungkan

makna data yang ada dengan rumusan masalah dan tujuan penelitiaan.”’

5 Susan Stainback & William Stainback, Undestanding and Concluding Qualitative Research
(Virginia; Kendall/Hunt Publishing Company, 1988), 80.

6 Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survai (Jakarta: LP3ES, 1987), 254-
257.

7 Nana Sudjana dan Awal kusuma, 16.



BAB IV

PAPARAN DATA

A. Gambaran Umum Tentang Desa Punjul Kabupaten Tulungagung
Desa Punjul merupakan salah satu dari 13 Desa yang ada di
Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. Desa Pujul tercatat memiliki
luas wilayah 589.835 Ha, dengan empat Dusun yakni:
1. Dusun Genengan
2. Dusun Tawang
3. Dusun Punjul, dan
4. Dusun Ploso
Target penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terletak di Dusun

Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.
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a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Picisan dan Desa Tulungrejo,

b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukorejo,

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Dono dan Desa Gedangan dan

d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tugu dan Desa Picisan.

Desa Punjul ini memiliki 31 Rukun Tentangga (RT), 9 Rukun

Warga (RW). Dengan jumlah penduduknya sebesar 4.954 yang terdiri dari

2.461 laki-laki dan 2.493 perempuan. Jumalah KK mencapai 1.497 dan

jumlah rumah tangga miskin 392.

Sedangkan susunan pemerintahan Desa Punjul adalah sebagai

berikut:
TABEL Il

Susunan pemerintahan Desa Punjul
No. Nama Jabatan
1. | Ahmad Sokip Kepala Desa
2. Matbadar Sekretaris Desa
3. Suliswanto Kaur Pemerintahan
4 Zaeni Kaur Pembangunan
5. | Zaenal Abidin Kaur Keuangan
6. Miseri Kaur Umum
7. | Djamingi Kaur Kesra

Dari Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung ini,

subjek yang akan menjadi target atau sasaran wawancara peneliti untuk

menggali dan mencari fakta tentang larangan nikah garis turun tiga ini antara

lain adalah pada pelaku nikah garis turun tiga dan toko masyarakat yan terdiri

dari Kyai pesantren dan tokoh adat. Adapun paparan datanya adalah sebagai

berikut:
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TABEL Il
Narasumber dari Tokoh Masyarakat Kalangan Pesantren
No. Nama Alamat
1. | Agus Hasan, S.H Dusun Bolu Desa Punjul RT 01 RW 03 Kec.
Karangrejo Kab, Tulungagung
2. | KH. Muhsin Dusun Bolu Desa Punjul RT 01 RW 02 Kec.
Karangrejo Kab. Tulungagung
3. | KH. Mujib Dusun Genengan Desa Tulungrejo RT 03
RW 01 Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung
TABEL IV
Narasumber dari Tokoh Adat
No. Nama Alamat
1. Wawan | Desa Ngujang RT 02 RW 06 Kec. Kedungwaru Kab.
Tulungagung
2. Dikun Desa Ngujang RT 02 RW 06 Kecamatan Kedungwaru
Kecamatan Tulungagung
TABEL V
Narasumber dari Pelaku Nikah Garis Turun Tiga
No. Nama Alamat
1. | Agus Sufi Dusun genengan Desa Punjul RT 04 RW 01
Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung
2. | Hj. Siti Marfuah Dusun Genengan Desa Punjul RT 07 RW 02
Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung

B. Gambaran Umum Tentang MUI Kabupaten Tulungagung

Adapun gambaran dan paparan data dari MUI Kabupaten Tulungagung

akan penulis paparkan dibawah ini.

a) Peran MUI

Pengabdian Majelis Ulama Indonesia tertuang dalam tujuh tugas

MUI, yaitu:

1) sebagai pengawal bagi penganut agama Islam

2) sebagai pemberi edukasi dan pembimbing bagi penganut agama Islam

3) sebagai penjaring kader-kader yang lebih baik
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4) sebagai pemberi solusi bagi masalah keagamaan di dunia internasional

5) sebagai perumus konsep pendidikan Islam

6) sebagai pengawal konten dalam media massa

7) sebagai organisasi yang menjalankan kerja sama dengan organisasi

keagamaan.

Karena yang menjadi subjek penelitian penulis adala MUI

kabupaten Tulungagung maka akan penulis jelaskan tentang bagaimana

susunan organisasi MUI Kabupaten Tulungagung. Sebagai berikut:

TABEL VI
Susunan Organisasi MUI Kabupaten Tulungagung

No. Nama Jabatan

1. | Sahri Muyo Ketua Penasehat

2. | H. Damanhuri Penasehat Anggota

3. | KH. Mudjab Mujib Penasehat Anggota

4. | KH. Machrus Maryani Penasehat Anggota

5. | KH. Hadi Muhammad. M Ketua MUI

6. | Drs. H. M. Fathurrouf Ketua |

7. | H. Marsudi Al-Azhari Ketua Il

8. | Prof. Dr. H. Imam Fuadi Ketua IlI

9. | KH. Muhson Hamdani Ketua Komisi Fatwa

10. | Agus Anang Muhsin Anggota Komisi Fatwa

11. | KH. Abd. Fatah Sufyan Anggota Komisi Fatwa

12. | Drs. H. Sirajuddin Hasan Ketua Komisi Dakwah
Dan Pendidikan Islam

13. | Drs. H. Abd Rouf Anggota Komisi Dakwah
Dan Pendidikan Islam

14. | Drs. H. Ahmad tadkir Anggota Komisi Dakwah
Dan Pendidikan Islam

15. | H. Sujanto Mu’allim Ketua Komisi Ukhuah Islamiyyah
dan  Kerukunan  Antar  Umat
Beragama

16. | Djumar Anggota Komisi Ukhuah Islamiyyah
dan  Kerukunan  Antar  Umat
Beragama

17. | Dr. H. Ahyak Anggota Komisi Ukhuah Islamiyyah
dan  Kerukunan  Antar  Umat
Beragama

18. | H. Sutrimo Ketua Komisi Pemberdayaan
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Ekonomi Umat

19. | H. Effendi Abd Sunny Anggota Komisi Pemberdayaan
Ekonomi Umat
20. | H. Nursalim Fadlan Anggota Komisi Pemberdayaan

Ekonomi Umat

C. Paparan Data
1. Larangan Pernikahan Garis Turun Tiga Di Dusun Genengan Desa
Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupateng Tulung Agung

Dalam penelitian ini penulis mencoba mencari data turun langsung
ke lapangan untuk menemui beberapa narasumber diantaranya adalah
narasumber berasal dari kalangan adat alim ulama dan tak luput pula
peneliti mendatangi pelaku pernikahan garis turun tiga guna untuk mencari
data tersebut.

Data pertama tentang larangan pernikahan ini penulis mendapatkan
dari tokoh adat. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti mendapatkan
jawaban dari hasil wawancara sebagai berikut :

Tokoh adat yang bernama Bapak Wawan dan Bapak Dikun

kemudian memaparkan bahwa:
“Jane kabeh mau wes diatur nang gone kitab seng dikarang ono ing zaman
ne rojo joyo boyo terus lanjut nang zaman ne majapahit lan mataram islam,
jeneng kitab e Bintal Jemur Adam Makno, La nang kunu kui lengkap kabeh,
nang kunu yo dijelas ne, seng sopo wonge ngelakoni nikah garis turun telu
bakal keno cubo seng gedi misal e salah siji ne manten bakal mati disek,
anak e bodo, fisik cacat, jiwa ne gak jelas utowo setres, jane nikah turun
telu podo ne nasab kui oleh mek nek coro jowo kui go ngati ati wae, larang
kui dadi ono, kui onok e larangan mergo onok e pepeleng utawa penginget-
inget seko kejadina seng pernah ngelakoni nikah garis turun telu”

Artinya:

Sebenarnya semua sudah diatur dalam kitab yang dikarang sejak zaman
Raja Jaya Baya kemudian dilanjutkan pada zamanya Majapahit dan
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Mataram Islam, nama kita yang mengatur larangan nikah sesama saudara
garis turun tiga adalah Kitab Bintal Jemur Adam Makno. Di kitab itu
semuanya lengkap disitu dijelaskan siapa saja yang melaksanakan nikah
garis turunakan terkena cobaan yang sangat besar misalnya seperti salah
satu dari mempelai akan meninggal lebih cepat. Anaknya cacat fisik. Cacat
mental. Nikah sesama saudara garis turun tiga sebenarnya boleh tapi
Irangan dalam adat jawa ini untuk hati-hati saja. Larangan itu jadi ada.
Larangan itu ada karena adanya perhatian khusus dari orang-orang
terdahulu yang memperhatikan tentang nikah garis turun tiga.

Dari wawancara kami dengan tokoh adat kemudian peneliti
memperoleh kejelasan sebagai berikut. Sesungguhnya larangan pernikahan
garis turun tiga ini sudah ada sejak zamanya Wali Songo, akan tetapi dalam
hal ini tokoh adat memiliki data yang lebih valid. Beliau menuturkan bahwa
adanya larangan pernikahan pernikahan sesama saudara garis turun tiga ini
ada sejak zaman raja jawa yang bernama Jaya Baya yang kemudian
dilanjutkan pada zaman Majapahit dan mataram islam, bahkan larangan
nikah garis turun tiga ini masih diyakini dan berlaku hingga saat ini, peneliti
diberikan data oleh tokoh adat bahwa larangan nikah ini ada dalam sebuah
kitab jawa yang sudah ada sejak zaman jaya baya tersebut’®, ada di dalam
kita Bintal Jemur Adam Makno.”® orang yang melakukan pernikahan sesama
saudara garis turun tiga, menurut kitab tersebut akan mendapatkan musibah
seperti, salah satu diantara kedua mempelai akan meninggal, anak yang

dilahirkan dari pernikhan ini akan cacat seperti cacat pada fisik, psikis atau

kejiwaan, bodoh dan lainya.®

8 Wawan, wawancara (Ngujang Tulungagung, 23 November 2017).

79 Sebuah kitab yang menulis atau mengatur tentang larangan pernikahan sesama saudara garis
turun tiga, didapatkan dari hasil wawancara dengan tokoh adat Bapak Wawan (Ngujang
Tulungagung, 23 November 2017).

8 Dikun, wawancara (kedungwaru Tulungagung, 22 November 2017).
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Kemudian peneliti melanjutkan mencari data kepada tokoh
masyarakat dari kalangan pesantren. Tokoh yang peneliti temui adalah Kyai
Muhsin, KH. Mujib Ghozali dan Agus Hasan . Dari hasil wawancara yang
dilakukan peneliti mendapatkan jawaban dari hasil wawancara sebagali
berikut :

Kyai Muhsin, KH. Mujib Ghozali memberikan keterangan yang
hampir sama beliau menjawab pertanyaan peneliti sebagai berikut:

“Nek ngomong sejarah larangan kui ono seko jaman ne wali songo,®! yen
nikah turun telu kui oleh ananging engko bakal eneg perkoro seng
ngengeng i karo keluarga ne seng nglakoni nikah turun telu kui koyo to
anak e cacat fisik, jiwa ne terus bodo lan lain ne, jane islam kan yo oleh
nanging gawe ati-ati ne urip lek iso kui yo dihindarilah, moso ra percoyo
karo dawuh imam ghazali, inti ne le nikah garis turun telu kui oleh, la eneg
e larangan kui jane yo mek himbauan wae gawe ati-ati tok. Yen awak mu
ape nglakoni yo ra popo monggo wae. Islam yo ra ngelarang mek ilingen
akibat e kui mau.”

Artinya:

Kalau bicara sejarah larangan itu ada sejak zaman Wali Sembilan, bahwa
sesunguhnya nikah garis turun tiga itu boleh tapi nantinya akan ada
perkara yang menimpa keluarga yang menikah sesama saudara garis turun
tiga seperti anaknya cacat fisik dan cacat psikis atau mental dan lainya,
dalam islam sebenarnya boleh, namun untuk hati-hati kalau bisa nikah
garis turun tiga itu dihindari. Adanya larangan itu sebenarnya hanya
himbauan saja buat hati-hati. Kalau kamu mau menikah sesama saudara
garis turun tiga tidak apa-apa. Islamtidak melarang tapi harus ingat
akibatnya.

Dari wawancara ini kemudian peneliti memperoleh data sebagai
berikut. Larangan itu sudah ada sejak zaman Wali Sembilan di Nusantra,
dijelaskan beberapa akibat yang akan dialami oleh orang yang
melaksanakan nikah sesama saudara garis turun tiga, diantara akbibatnya

adalah anaknya susah menerima pelajaran, cacat fisik atau jiwanya. Dan

81 KH. Muhsin Ghazali, wawancara (Desa Punjul Tulungagung, 26 November 2017).
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lainya. Larangan itu bukan mutlak larangan, itu sebenarnya hanya himbaun
saja, kalau bisa jangan nikah dengan sesama saudara yang sama garis turun
tiganya. Seandainya mau nikah itu juga tidak dilarang hukum agama dan
negara juga membolehkanya.

“Kene tak jelasno rek, aku pedomane lek gor nanggapi pitakon sing jumlah
e papat kui gampang. Bagi ku siji, hukum agomo kui luwe duwur ketimbang
adat nek sampek hukum adat kui luweh duwur ketimbang hukum agomo iki
bahaya, agidah Islam taroan ne iso rusak kabeh, perkoro sejarah jare wes
seko wali songo lan jaman kerajaan jawa, tapi aku gak paham kui babakan
sejarah. Terus nek perkoro seng sopo wong e nikah turun telu kui iso garai
cepet mati salah sijine musibah nang anak bojo cacat awak lan jiwa ne, aku
pedomane kabeh kui kudu balek nang Allah, mergo Allah maha kuoso, ra
eneg tandingan ne. Lek larangan kui mek gor gawe hati-hatine urip ra popo
lah, tapi nek sampek gawe hukum lan hukum e luweh duwur seko adat iki
aku ra sepakat. Seng jelas pedomanku nak nang negoro lan agomo oleh yo
kui sah nikah e. Iki peran ulama kudu maksimal men ra do salah kaprah
masyarakat e ” 82

Artinya:

“Sini saya jelaskan nak. Aku mempunyai dasar untuk menanggapi
pertanyaan itu yang jumlahnya empat mudah. Bagi saya satu, hukum
agama itu lebih tinggi dari pada hukum adat. Kalau sampai hukum adat
lebih tinggi dari pada hukum agama ini bahaya, akidah Islam bisa rusak
semua. Perkara sejarah yang katanya sudah ada sejak zaman wali sembilan
dan kerajaan jawa saya tidak paham betul. Kemudian barang siapa yang
nikah garis turun tiga itu cepat meninggal, kemudian anak yang dilahirkan
akan cacat jiwa dan badanya, pedoman saya semuanya harus dikembalikan
pada Allah. Karena Allah maha kuasa, tidak ada tandinganya. Kalau
larangan itu hanya buat hati-hati hidup tidak masalah. Tapi kalau sampek
membuat hukum dan hukum adat itu lebih tinggi dari pada hukum agama
saya tidak sepakat. Yang jelas pedoman saya kalau dalam hukum agama
dan negara tidak melarang nikahnya sah. Ini peran ulama harus maksimal
biyar di masyarakat semuanya tidak salah paham.”

Berbeda dengan kedua tokoh di atas, kita mendapatkan penjelasan
lain dari pak Hasan, beliau menjelaskan pada kami bahwa, beliau tetap

berpegang dengan hukum yang telah ditentukan oleh agama Islam dan

82 Agus Hasan, wawancara (Dusun Punjul Tulungagung, 29 November 2017).
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negara Indonesia, jika hukum agama dan negara tidak melarang artinya
nikahnya tetap boleh dan sah hukumnya. Jika larangan itu hanya sebatas
untuk hati-hati saja tidak masalah, akan tetapi jika larangan nikah garis
turun tiga ini menjadi hukum dan statusnya lebih tinggi dari hukum agama
maka ini akan membahayakan agidah Islam, sejarah larangan ini beliau
kurang paham tapi memang beliau pernah dengar bahwa larangan ini
katanya sudah ada sejak zaman Wali Sembilan yang pernah ada di
Nusantara dan kemudian ada juga sejak zaman kerajaan jawa zaman dulu,
yang jelas pedaman saya ini kalau hukum islam membolehkan dan negara
tidak melarang nikah ini tetap boleh dan sah. Peran ulama harus benar-benar
maksimal untuk memberikan pemahaman yang paripurna kepada
masyarakat agar tidak salah jalan.

Setelah mendatangi tokoh adat dan tokoh ulama peneliti
mendatangi pelaku nikah sesama saudara garis turun tiga, beliau adalah
Agus Sufi dan Hj. Siti Marfuah. Dari hasil wawancara yang dilakukan
dengan Agus Sufi dan Hj. Siti Marfuah peneliti mendapatkan jawaban
sebagai berikut :

“Aku ki piye yo jane nikah podo dulur turun telu kui kan oleh ya buktine
aku iki wes ngelakoni,®® bojo ku yo ninggal anak ku ninggal luweh cepet
dari pada aku, la biyen aku ki yo wes roh mergo dikandani nang wong-
wong lan sedulur jare nek nikah turun telu kui ra oleh jare ndang mati lan
sak piturut e koyo to anak e nakal bodo cacat jiwane lan awak e. Tapinek
jereku ki yo wes kersane Allah SWT kui.2* Pokok e nek naliko ne awak mu
yakin nikah turun telu kui ra apek mesio oleh yo ojok di lakoni nalikone

apik yo nek awak mu karep ra masalah, la memang kui oleh nang agomo
lan negoro ko, pie maneh jal? "%

8 Hj. Siti Marfuah, wawancara (Dusun Genengan Tulungagung, 29 November 2017).
8 Agus Sufi, wawancara (Desa Punjul Tulungagung, 01 Desember 2017).
8 Agus Sufi, wawancara
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Artinya:

“Saya ini sebenarnya percaya tidak percaya, saya dikatakan tidak percaya
bahwa nikah sesama saudara garis turun tiga itu boleh iya saya percaya ini
buktinya saya melaksanakannya, suami saya meninggal dan anak-anak saya
ada yang meninggal lebih cepat dari pada saya, dulu saya sudah tau karena
di kasih tau oleh orang-orang dan saudara kalau nikah sesama saudara
garis turun tiga itu tidak boleh katanya cepat meninggal dan linya seperti
anaknya cacat mental dan fisiknya. Tapi kalau saya demua karena allah.
Pokok kalau sampean menganggap nikah turun tiga itu tidak baik ya jangan
dilakukan walaupun boleh, kalau menurutmu bagus dan gak ada masalah
silahkan lakukan. Memang semuanya itu boleh menurut agama dan negara
tapi bagaimana lagi coba?”

Dalam wawancara yang kami lakukan dengan pelaku nikah garis
turun tiga disana kami memperoleh data yang menunjukan kebimbangan
dari pelaku, pelaku yang nikah dengan sesama saudara garis turun tiga
meyakini boleh tapi memang suaminya meninggal lebih cepat dan terkait
dengan musibah cacat jiwa atau fisik dan lainya termasuk kematian itu
mereka serahkan saja sama Allah SWT. Beliau juga memberikan saran pada
kami. Kalau anda percaya bahwa nikah sesama turun tiga itu dilarang
sesauai adat ya jangan menikah dari pada anda nanti punya keturunan yang

kurang bagus, tapi jika anda yakin itu tidak dilarang ya tidak masalah anda

nikah karena memang itu boleh dan tidak dilarang oleh agama dan negara.

. Pandangan MUI Kabupaten Tulungagung Terhadap Penikhan Sesama
Saudara Garis Turun Tiga Di Dusun Genengan Desa Punjul
Kecamatan Karangrejo Kabupateng Tulung Agung

Wawancara dengan pihak Majelis Ulama Indonesia Kabupaten

Tulungagung peneliti langsung menemui Ketua MUI beliau Bernama KH.
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Hadi Muhammad M. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti
mendapatkan jawaban dari hasil wawancara sebagai berikut :

“Aku iki mah simpel wae ya gawe nanggapi pitakon seng cacah e papat iki,
pertama pandangan MUI teges nikah turun telu tunggal nasab boleh. Krono
memang agomolan negoro ora ngelarang kan? Keloro, hukum e oleh mergo
ora ono aturan larangan ne, larangan kui kan muncul teko adat wae seng
asal e mungkin seko jaman ne rojo jowo biyen. Ketelu, MUI iki eneg bagian
utowo defisi dakwa, la neng kene peran MUI dakwah gawe beneri perkoro
seng sak mestine bener, oleh tapi di larang nang adat, ngugemi adat gawe
ati-ati urip mungkin sek iso diterimo, tapi nek larangan kui njur ngalahaken
hukum e negoro lan agomo, iki seng bahaya. Agidah e Islam iso kacau gak
karuan malahan. Bener pancen eneg kaidah figh Adat kebiasaan dapat
dijadikan hukum tapikan kudu di pilih sek adat kui bertentangan karo
agomo opo ora lan sak piturut e. Kepapat ya, agama dan negara ora
ngelarang agama ora eneg dalil e negoro ora gawe undang-undang utowo
pasal seng ngelarang nikah garis turun telu kui mau artine sopo ae seng
ape ngelakoni nikah turun telu kui oleh lan sah hukum e. "8

Artinya:

“Saya akan jelaskan ini secara ringkas saja untuk menanggapi pertanyaan
itu yang jumlahnya empat, pandangan MUI tegas bahwa nikah sesama
saudara garis turun tiga itu boleh. Kedua, hukumnya boleh karena tidak
ada aturan yang melarang, larangan itu kan muncul dari adat yang
mungkin asalnya dari raja jawa dulu. Ketiga, di MUI ada defisi dakwah
yang peranya memberikan dakwah untuk memberikan perkara yang
memang sejatinya kebenaran, boleh tapi dilarang oleh adat, memegang
adat dengan teguh untuk kehati-hatian hidup mungkin masih boleh dan bisa
diterima. Tapi kalau hukum adat itu kemudian sampimengalahkan hukum
agama dan negara. Ini yang bahaya, akidah Islam bisa kacau dan tidak
karuan, betul memang ada kaidah figh adat kebiasaan dapat dijadikan
hukum. Tapi harus dipilih adatnya, adatnya itu bertentangan dengan agama
atau tidak dan lainya. Keempat, agama dan negara tidak melarang tidak
membuat undang-undang atau pasalyang melarang nikah garis turun tiga
ini, artinya siapa saja yang mau melakukan nikahnya tetep sah.”

Dari MUI kemudian kami memperoleh data wawancara yang
disampaikan oleh Ketua MUI sendiri, beliau memberikan keterangan

kepada peneliti sebagai berkut. Pertama MUI tegas berpendapat bahwa

8 KH. Hadi Muhammad. M, wawancara (Tulungagung, 04 Desembr 2017)
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nikah sesama saudara garis turun tiga boleh, hal ini disebabkan karena
memang hukum agama dan negara tidak melarangnya, kemudian yang
kedua, hukumnya boleh nikah sesama nasab turun tiga karena seperti tadi
itu agama dan negara tidak melarang, ini artinya siapapun yang mau
melaksanakan nikah sesama saudara garis turun tiga diperbolehkan dan sah
hukumnya. Memang dalam islam ada kaidah figh “Adat kebiasaan dapat
dijadikan hukum” tapi ini harus dilihat dulu adatnya tidak boleh
sembarangan, artinya jangan sampai hukum adat lebih tinggi dari pada
hukum Islam kalau ini sampai terjadi maka akan membahayakan kemurnian
dari agidah Islam itu sendiri. Ketiga, tanggungjawab MUI ya, di MUI itu
ada defisi atau bagian yang bertugas berdakwah untuk menjelaskan suatu
kebenaran, orang-orang yang ada di defisi ini lah yang nantinya akan turun
ke lapangan guna memberikan pendidikan pada masyarakat untuk
menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah. Kempat, Islam tidak
melarang nikah semacam ini, negara pun juga membolehkan. Kalau
larangan ini hanya sekedar untuk kehati-hatian tidak masalah tapi kemudian
akan menjadi fatal jika menggangu dan merubah hukum Islam yang murni

tadi.



BAB V

PEMBAHASAN

A.Larangan Pernikahan sesama Saudara Garis Turun Tiga menurut
Masyarakat di Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo
Kabupaten Tulungagung

Pernikahan adalah ritual yang sangat sakral bagi setiap manusia yang
akan membuat rumah tangga baru, semua agama memiliki ritual pernikahan
sendiri-sendiri untuk melegitimasi hubungan antara laki-laki dan perempuan
yang lain nasab tersebut. Ritual pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang
ingin membentuk rumah tangga baru ini wajib dilaksanakan untuk
mendapatkan keabsahan baik didalam hukum agama itu sendiri dan hukum

negara.
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Indonesia adalah Negara yang di dalamnya terdapat banyak suku
bangsa, Terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia
atau tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010.%” Di
Indonesia, dalam hal pernikahan budaya dimana tempat pernikahan itu di
langsungkan sangatlah berpengaruh. Artinya pernikahan di Indonesia tidak
hanya mengacu pada boleh atau tidaknya pernikahan menurut hukum Negara
atau Hukum islam. Akan tetapi dalam hal ini pernikahan juga harus melihat
budaya yang ada. Yakni terkait dengan boleh atau tidaknya menikah dengan
seorang laki-laki atau perempuan menurut budaya setempat.

Di Kabupaten Tulungagung misalnya, tepatnya terletak di Dusun
Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.
Terdapat fenomena pelarangan nikah sesama saudara garis turun tiga
(pernikahan sesama canggah) padahal pernikahan dalam hal ini sama sekali
tidak dilarang (diperbolehkan) baik menurut hukum positif atau hukum
Islam.

Setelah peneliti datang kelapangan untuk menggali data mengapa
alasan dilarang nikah dengan sesama keluarga yang memiliki garis turun tiga,
menurut hemat penulis ini banyak dipengaruhi dari faktor sejarah.

Dalam hal ini bisa dibuktikan misalnya ketika peneliti mendatangi
tokoh adat setempat untuk mencari data tentang larangan nikah sesama
keluarga garis turun tiga tokoh adat tersebut memberikan keterangan bahwa

larangan nikah garis turun tiga ini dapat dilacak dari segi sejarah, dalam masa

87 Farida Denura, Di Indonesia Ada 1.340 Suku Bangsa dan 300 Kelompok Etnik, dalam
http://mww.netralnews.com/news/rsn/read/71459/di.indonesia.ada.1340.suku.bangsa.dan.300.kelo
mpok.etnik, diakses pada 09 September 2017.
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yang lampau ketika Raja Jaya Baya memimpin negeri beliau memberikan
fatwa yang isinya adalah larangan untuk menikah dengan sesama keluarga
yang memiliki kesamaan yakni sama-sama turun tiga.®

Larangan ini diberikan agar mereka terhindar dari beberapa musibah,
karena menurut kitab Bintal Jemur Adam Makno, sebuah kitab yang isinya
menerangkan mengapa pernikahan sesama keluarga garis turun tiga itu
dilarang.

Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa jika pernikahan tersebut
dilakukan maka orang yang menikah sesama keluarga garis turun tiga akan
cepat mati dari salah satu kedua mempelai, jika tidak seperti itu bisa saja
mereka akan tertimpa musibah yang lain seperti misalnya jika mereka memiliki
keturunan maka keturunannya akan memiliki keterbelakangan mental,
gangguan kejiwaan, susah menerima pelajaran atau bodoh, penyakitan atau
memiliki penyakit yang susah disembuhkan, dengan alasan inilah kemudian
menurut tokoh adat tersebut bahwa pernikahan sesama keluarga yang memiliki
garis turun tiga sejak Era Raja Jaya Baya memimpin kemudian diteruskan pada
eranya kerajaan Majapahit dan mataram Islam dilarang untuk dilakukan.®

Senada dengan pernyataan tokoh adat tersebut diatas tokoh
masyarakat dari kalangan pesantren ada yang mengamini pendapat tokoh adat
yakni bahwa jika nikah garis turun tiga tersebut dilakukan maka akan memiliki

keturunan yang kurang baik misalnya seperti anak yang dihasilkan dari nikah

8 Dikun, Wawancara (Kedungwaru Tulungagung, 22 November 2017).
8 Wawan, Wawancara (Ngujang Tulungagung, 23 November 2017).
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garis turun tiga bisa saja memiliki keterbatasan mental, fisik, bodoh, bahkan
bisa saja sampai pada kematian. %

Menurut KH. Mujib Ghozali sebenarnya nikah garis turun tiga ini
tidak sepenuhnya dilarang, akan tetapi hal itu hanya himbauan saja. Kalau bisa
jangan menikahkan keturunan dengan sesama keluarga yang memiliki
kesamaan garis turun tiga. Menurut beliau, nikah garis turun tiga kalau bisa
dihindari (bukan melarang, akan tetapi menghimbau saja), orang yang
memiliki garis turun tiga dalam nasab keluarga memiliki darah yang sama
seperti saudara sekandung. Makanya jika pernikahan ini tetap dilakukan maka
dia akan memiliki keturunan yang kurang bagus seperti yang sudah disebutkan
diatas. Misalnya seperti kekurangan psikis,fisik, bodoh bahkan bisa saja
meninggal dunia.®

Akan tetapi juga ada dari tokoh pesantren yang lain, yang berpendapat
bahwa sesungguhnya semua persoalan atau hal apapun termasuk pernikahan,
jika dalam hukum Islam atau hukum positif tidak melarang semuanya bisa
dilaksanakan termasuk pernikahan sesama keluarga yang memiliki kesamaan
garis turun tiga, adapun larangan atau himbauan untuk tidak menikahkan
keluarga senasab yang memiliki kesamaan garis turun tiga seperti yang telah
dikemukakan atau disebutkan oleh tokoh adat dan tokoh dari kalangan
pesantren tersebut diatas boleh saja dilakukan karena untuk kehati-hatian
menjaga keluarga dan keturunan akan tetapi hal tersebut jangan sampi menjadi
keyakinan yang bisa membatalkan hukum Allah SWT yang sebenarnya sudah

diperbolehkan. Karena jika ini sampai salah pemahaman maka akan terjadi

9 KH. Muhsin Ghazali, Wawancara (Desa Punjul Tulungagung, 26 November 2017).
1 KH. Mujib Ghazali, Wawancara (Desa Tulungrejo Tulungagung, 28 November 2017).
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kekacauan dalam hukum Islam dan bahkan bisa saja akan merusak Agidah
Islam itu sendiri, hal ini harus dihindari. Peran ulama harus benar-benar
maksimal untuk memberikan pemahaman yang paripurna kepada masyarakat
agar tidak salah jalan.%

Setelah selesai menggali data pada tokoh agama dan tokoh adat di
Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten
Tulungagung. Kemudian penulis menemui pelaku pernikahan sesama nasab
yang memiliki kesamaan garis turun tiga. Mereka memberikan keterangan
bahwa sesungguhnya pernikahan garis turun tiga kalau bisa dihindari, mereka
tahu bahwa pernikahan sesama keluarga yang memiki kesamaan garis turun
tiga sesungguhnya boleh dilakukan akan tetapi mereka juga ada keyakinan
bahwa sesungguhnya musibah yang mereka alami selama ini, seperti suami
dari Hj. Siti Marfuah, meninggalnya Hj. Siti Marfuah disebabkan oleh
pernikahan sesama garis turun tiga yang mereka lakukan, tapi beliau juga sadar
bahwa ini sesungguhnya memang sudah ketetapan dari Allah. Sementara nikah
garis turun tiga yang dilakukan beliau tersebut dianggap menurut beliau adalah
sebagai sebabnya, akan tetapi bukanlah sebab utamanya, karena sebab
utamanya kematian itu adalah takdir dari Allah.%

Kemudian penulis menemui Agus Sufi seorang anak yang dilahirkan
dari pernikahan sesama nasab yang memiliki kesamaan garis turun tiga,
menurut beliau bahwa kematian ayahnya yang masih terbilang muda, kematian
saudara-saudaranya yang juga masih remaja, ditambah dengan kekurangan

Psikis yang dimilikinya sendiri. Menurut beliau memang sumuanya adalah

92 Agus Hasan, Wawancara (Dusun Punjul Tulungagung, 29 November 2017).
9 Hj. Siti Marfuah, Wawancara (Dusun Genengan Tulungagung, 29 November 2017).
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takdir Allah, akan tetapi takdir itu sendiri turun menimpa dirinya dan
keluarganya disebabkan oleh pernikahan sesama nasab yang memiliki
kesamaan garis turun tiga yang dilakukan oleh keluarganya.®*

Dari data diatas peneliti juga akan menganalisi secara teori dam
aturan, baik aturan yang berasal dari hukum agama atau aturan yang berasal
dari hukum negara.

Menurut hukum positif (hukum negara) larangan pernikahan tersebut
ada dan di atur dalam undang-undang tentang perkawinan yakni Undang-
Undang Noror 1 Tahun 1974. Sehubungan dengan itu Undang-undang Nomor
1 tahun 1974 pada pasal 8, 9 dan pasal 10 menyatakan:%

Pasal 8
Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun
keatas;

b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara
saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara
seorang dengan saudara neneknya;

c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan
ibu/bapak tiri;

d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara
susuan dan bibi/paman susuan;

e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau
kemenakan dari isteri, dalam hal suami beristeri lebih dari seorang;

f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain
yang berlaku, dilarang kawin.%

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat
kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan
pasal 4 Undang-undang ini.%’

% Agus Sufi, Wawancara (Desa Punjul Tulungagung, 01 Desember 2017).

% Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 8, 9 dan pasal 10
% Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 8

97 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 9
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Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang

lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak

boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan, tidak

menentukan lain.%

Orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen dan orang-orang

yang takluk pada BW, seperti orang-orang Tionghoa dan Eropa ada suatu

kemungkinan diizinkannya dan mendapat dispensasi untuk melakukan

perkawinan dengan saudara ibu, saudara bapak, saudara nenek, anak

saudara, dan cucu saudara.®

Menurut aturan hukum positif di atas, jelas tidak ada yang mengatur

tentang larangan pernikahan sesama garis turun tiga, artinya jika pernikahan
ini tetap dilaksanakan hukumnya adalah tetap sah dan legal menurut hukum
positif.

Sementara dalam hukum Islam larangan pernikahan sebagaimana

telah diatur dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 23 sebagai berikut :
‘_.Lujc's\ Sl aA 5 akilae 5 A% A1 5 ki akiigal Akl GiaiA
LT § Gigaly dela) fa s A& ATy Ak @)J\ g;sztg.zu ERQY
15588 Al b Ggy ABIAD ) AR (e 285634 B ) AR
|5ad5 Gy shdlial e ol ARG Jdlay pkile £ S Gy Al
L 1ol G840 &) 2 il 38 W Y) Y1 G

“Diharamkan  atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak
perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara
perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak
perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari

% Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 10
9 Djoko prakoso dan Iketut Murtika, Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta,PT
Bina Aksara.1987), 48-49.



73

saudara perem-puanmu, ibu-ibu yang menyusuimu, saudara-saudara
perempuan yang satu susuan denganmu, ibu-ibu isterimu (mertua),
anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam
pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika
kamu belum mencampurinya (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak
berdosa atasmu (jika menikahinya), (dan diharamkan bagimu) isteri-
isteri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan
(dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang
telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun,
Maha Penyayang.

Dalam ayat qur’an diatas juga tidak disebutkan mengenai tentang
laragan pernikhan sesama saudara yang memiliki kesamaan garis turun tiga,
ini artinya adalah bahwa pernikhan itu sah dan dibolehkan oleh hukum Islam.

Islam sendiri menganggap pernikahan adalah hal yang sangat vital,
sehingga dalam Islam setiap laki-laki dan perempuan muslim yang akan
membangun rumah tangga wajib melakukan ritual pernikahan dengan
memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana yang telah diatur dan telah
ditentukan menurut hukum Islam, hal yang mengatur masalah ini adalah ilmu
Figh, dengan mengambil dasar-dasar hukumnya yang ada dalam Qur’an dan
sunnah.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan
tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam
rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat, atau menurut Islam
calon pengantin laki-laki/ perempuan itu harus beragama Islam.

Sedangkan rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah

dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam

rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul

100 Al-Qur’an dan Terjemah, An-Nisa’:23 (Bandung : Diponegoro, 2014).
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ihram untuk shalat, atau adanya calon pengantin laki-laki/ perempuan dalam
perkawinan.

Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan
syarat. 6 Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang
menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.
Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya
merupakan sesuatu yang harus diadakan. %!

Tentang jumlah rukun nikah ini para Imam Madzhab berbeda
pendapat dalam menentukanya. Imam Malik mengatakan rukun nikah itu ada
lima macam, yaitu : wali dari pihak perempuan, mahar (mas kawin), calon
pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan sighat akad nikah. Imam
Syafi’i juga menyebutkan lima, yaitu calon pengantin lakilaki, calon pengantin
perempuan, wali, dua orang saksi dan sighat akad nikah.

Sedangkan menurut para ulama madhzab Hanafiyah menyebutkan
rukun nikah itu hanya ada satu yaitu ijab dan qobul (akad yang dilakukan oleh
pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedang menurut
segolongan ulama yang lain menyebutkan rukun nikah ada empat, yaitu: sighat
(ijab dan gobul), calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, dan
wali dari pihak calon pengantin perempuan.%2

Dalam hal ini menurut hemat peneliti perkawinan dalam Islam
sesungguhnya sangatlah mudah, asalkan syarat dan rukun dari pernikahan itu
sudah ditentukan dan semua sudah dilaksanakan maka pernikahan adalah sah

hukumnya, mereka yang telah menikah boleh melakukan hubungan biologis,

101 Abd. Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006), 45-46.
102 Al-Mawardi, Hukum Perkawinan dalam Islam, (Yogyakarta: BPFE, 1998), h.48
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menyalurkan nafsu biologisnya untuk mendapatkan keturuan dan sekaligus
melestarikan kehidupan di dunia. Sedangkan aturan larangan pernikahan akan
peneliti jelaskan di bawah.

Pernikahan termasuk salah satu ibadah yang disunnahkan oleh Allah,
karena jika seseorang tidak melaksanakan pernikahan (namun sebenarnya ia
mampu) maka dia adalah orang yang dianggap membenci Nabi dan diancam
tidak termasuk dalam golongan Nabi Muhammad SAW, yang tentu saja kelak
di hari perhitungan amal oleh Tuhan orang tersebut tidak akan dapat syafaat
dari Nabi SAW.

Pernikahan merupakan hal penting yang tidak dapat dilepaskan dari
sisi kehidupan manusia di dunia. Satu sama lain manusia di dunia bisa
membentuk suatu keluarga melalui sebuah pernikahan, dari sebuah pernikahan
inilah manusia memulai lembar kehidupannya yang baru dengan orang yang
pada awalnya bukanlah bagian dari anggota keluarganya dan akhirnya menjadi
anggota terpenting dalam keluarganya. Tanpa adanya sebuah pernikahan, maka
tidak ada pula sebuah keluarga. Pernikahan bisa mewujudkan sebuah tali
kekeluargaan.

Pernikahan bukan hanya sekedar untuk melampiaskan, memenuhi atau
menyalurkan hasrat seksual anatara laki-laki dan perempuan. Karena
perkawinan juga suatu upaya untuk menyatukan dua insan atau dua keluarga
yang berbeda. Pernikahan ini juga bertujuan untuk memperoleh keturunan

sebagai proses untuk melanjutkan kehidupan di dunia.
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Larangan pernikahan adalah larangan untuk menikah antara seorang
pria dan seorang wanita.’® Maksudnya adalah perempuan-perempuan mana
saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki
mana saja yang tidak boleh menikahi seorang perempuan.

Secara garis besar larangan pernikahan itu dibagi menjadi dua yaitu
keharaman yang bersifat abadi atau selamanya dan keharaman yang bersifat
sementara. Pengharaman yang bersifat selamanya tidak memberikan
kesempatan seorang perempuan untuk menjadi istri bagi laki-laki tersebut
semasa hidupnya. Sedangkan pengharaman yang bersifat sementara, hanya
berlaku dalam waktu dan kondisi tertentu saja. Apabila kondisinya sudah
berubah dan alasan pengharaman atas waktu tertentu itu sudah hilang maka
pernikahan tersebut diperbolehkan. %

Di antara halangan-halangan abadi yang telah disepakati ada tiga,
yaitu:

a) Larangan pernikahan karena pertalian nasab (keturunan).

b) Larangan pernikahan karena hubungan pembesanan (karena pertalian
kerabat semenda)

¢) Larangan pernikahan karena hubungan sesusuan.!®®

Kalau kemudian kita melihat bentuk atau jenis-jenis pernikhan yang
dilarang dalam islam antara lain adalah sebagai berikut. Pertama Nikah Mut'ah

yaitu suatu pernikahan yang dilaksanakan untuk jangka  waktu

103 Tihami dan sohari sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih wanita lengkap, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2010), 63.

104 Tihami dan sohari sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih wanita lengkap, 70.

195 Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012),
101-111.
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tertentu, jika waktu yang ditentukan sudah habis maka si wanita atau istri
dinyatakan terlepas dari ikatan pernikahannya dan dia berhak. Kedua, Nikah
Muhallil yaitu suatu perkawinan antara laki-laki dan wanita yang telah ditalak
tiga oleh suaminya dengan tujuan untuk menghalalkan kembali pernikahan
antara wanita dengan bekas suaminya setelah dia ditalak oleh suaminya yang
kedua.'% Ketiga, Nikah Syighar ialah seorang laki-laki yang menikahkan anak
perempuannya kepada seseorang dengan syarat imbalan, ia harus dikawinkan
dengan anak perempuan orang tersebut, dan keduanya tanpa mahar .

Dalam jenis atau bentuk nikah yang dilarang dalam islam tersebut
diatas, jenis atau bentuk larangan nikah sesama saudara yang memiliki
kesamaan garis turun tiga tidak disebutkan dalam buku dan teori manapun,
menurut hemat penulis ini artinya larangan nikah itu adalah larangan adat atau
tradisi yang bisa saja sifatnya lokalitas tidak universal.

Menurut hemat penulis sendiri bahwa sesungguhnya pernikahan
sesama keluarga yang memiliki kesamaan garis turun tiga ini boleh dilakukan,
karena memang hal ini tidak ada larangan didalam hukum islam baik dalam Al-
Qur’an atau Sunnah Nabi. Selain itu hukum negara indonesia sendiri pun tidak
melarangnya. Akan tetapi pernikahan di Indonesia memang tidak bisa
dilepaskan dari kondisi adat yang berlaku di daerah setempat hal ini tentu dapat
di benarkan dengan sebauh teori bahwa kebiasaan atau tradisi yang dilakukan

secara terus menerus bisa menjadi hukum. Akan tetapi menuru hemat penulis,
adat-adat yang dilakukan harus dipilah dan dipilih mana adat yang tidak

bertentangan dengan hukum Islam dan mana adat atau kebiasaan yang

106 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Figih Munakahat, (Jakarta : Amzah, 2009), 39.
107 Ali Ahmad al-Jurjawi, falsafah dan Hikmah Hukum Islam, (Semarang: Asy-Syifa, 1992). 26
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dibenarkan oleh Islam, ini untuk menyelamatkan masyarakat dari kekacuan
berfikir, rusaknya hukum Islam dan iman mereka. Penulis juga berpendapat
bahwa ini sesungguhnya bisa dijelaskan oleh para intelektual dari kalangan
pesantren untuk menjelaskan masalah ini secara paripurna agar jika ada
kesalahan yang terjadi didalam masyarakat bisa diatasi dengan baik. Peran
ulama sangat menetukan kebenaran berfikir, kemurnian hukum Islam dan

tegaknya akidah Islam dalam masyarakat.

B. Pandangan MUI Kabupaten Tulungagung terhadap Larangan
Pernikahan sesama Saudara Garis Turun Tiga di Dusun Genengan Desa
Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung

Dalam penulisan karya ilmiah ini setelah penulis mencari atau menggali
data di lapangan yang diperoleh dari pelaku nikah sesama nasab yang memiliki
garis keturunan garis turun tiga, kemudian penulis akan menggali data ke MUI
kabupaten Tulungagung dan membawa data tersebut ke MUI kabupaten
Tulungagung untuk mendapatkan penjelasan. Disana peneliti akan menggali
data dan meminta pendapat atau pandangan kepada MUI tentang bagaimana
hukum pernikahan sesama saudara yang memiliki kesamaan garis turun tiga.

Larangan pernikahan ini sesungguhnya adalah larangan adat yang tentu
sajadominasi larangannya lebih pada hukum adat itu sendiri,*®® untuk
membuktikan bahwa ini adalah termasuk hukum adat maka penulis akan

membuktikanya dengan teori adat. Karena adat yang bisa menjadi sebuah

108 Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh para tokoh adat yang telah penulis kemukakan diatas, lihat
wawancara penulis dengan tokoh adat Bapak Dikun dan Bapak Wawan.
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hukum sudah ditentukan oleh teori hukum adat, artinya tidak semua kebiasaan
bisa disebut sebagai hukum adat.

Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tulungagung berpendapat bahwa
pernikahan ini adalah hal yang sakral dan syarat rukun nikah harus dipenuhi
sebagaiman diatur dalam hukum islam itu sendiri, MUI berpendapat bahwa
pernikahan bagaimanapun akan tetap sah jika ketentuan syarat dan rukun nikah
telah terpenuhi.

Adapun larangan nikah sesama nasab yang memliki kesamaan garis
turun tiga, MUI berpendapat bahwa larangan adat ini bisa saja dilakukan
asalkan tidak membatalkan hukum Islam itu sendiri yang sudah pasti, tidak
menggangu keutuhan agidah Islam dan lainnya yang sudah ditetapkan oleh
Islam.

G A%
4aSas dald)

“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum %

Ketua MUI kabupaten Tulungagung KH. Hadi Muhammad. M,
menyatakan pendapatnya bahwa tidak semua adat itu bagus, maka disini harus
dilihat dulu tentang konsep adatnya. Adat tersebut bertentangan dengan hukum
Islam atau tidak, jika adat itu bertentangan dengan hukum Islam maka adat
tersebut harus dibatalkan artinya pernikahan sesama keluarga garis turun tiga

ini tetap boleh dilaksanakan dan sah hukumnya.*

199 Forum karya ilmiah 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadi’in PP.Lirboyo, Kilas Balik Teoritis
Figh Islam, (Kediri: Purnama Siswa Aliyyah 2004 Hidayatuh Mubtadi’ien PP.Lirboyo Kota
Kediri, 2004), h.27

110 KH. Hadi Muhammad. M, Wawancara (Tulungagung, 04 Desembr 2017)
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Melihat pendapat ini tentu saja penulis menyatakan kebenaranya
karena hal ini bisa dilihat juga melalui kaidah Figih yang menyatakan bahwa:

el aaally 3391 g llal) apdl) o Adadlaall

“Melestarikan budaya/metodologi/sesuatu yang kuno tetapi masih
relevan dan mengambil sesuatu/metodologi /terobosan baru/langkah
inovatif. "

Melihat kaidah figih ini kemudian penulis berpendapat bahwa
memang sudah selayaknya masyarakat kita ini harus memilih dan memilah
adat mana yang baik dan relevan untuk kehidupan sehingga bisa dilestarikan
dan mengambil adat baru yang sesuai untuk diamalkan. Tentunya pilihan itu
harus didasarkan pada sebuah ketentuan hukum Islam itu sendiri,
diperbolehkan atau tidak. Jika menurut hukum Islam adat tersebut dilarang
maka jangan dilakukan akan tetapi jika menurut hukum Islam tidak dilarang
Kita semua bisa mengamalkanya.

Islam juga membahas tentang tradisi atau sering juga disebut Al-

‘Aadah atau Al-‘Urf selengkapnya sebagai berikut
2y B ya Agl) 1ga 1o g Jslrall afa o Agle Ludll) el | Balal)
sA
Al-‘aadah ialah sesuatu (perbuatan/perkataan) yang terus menerus

dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan

manusia mengulang-ulanginya terus menerus”.**?

111 Forum karya ilmiah 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadi’in PP.Lirboyo, Kilas Balik Teoritis
Figh Islam, h. 31
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Para ulama mengartikan al-‘aadah dalam pengertian yang sama
dengan al-urf, karena substansinya sama, meskipun dengan ungkapan yang
berbeda, misalnya al- ‘urf di definisikan dengan:

L,Saeqihé\gegi\ﬁ\uéodt’c\\gww\@:vd)wu\yd}d\
LS 13 daa Sl jUa
‘urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya
dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi
biasa dan berlaku umum. **3
Menurut abdul wahab khalaf:
Aiigh Jad ) Jb e Agle jluy oadll Adjlad e g Cial)

Baladl g i ad) o (38 (e &N Gl A g Balad) e g

“al- ‘wrf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan
dikerjakan oleh mereka, dari:perkataan,perbuatan atau sesuatu yang
ditinggalkan.hal ini dinamakan pula dengan al-‘aadah.dan dalam
bahasa ahli syara’ tidak ada perbedaan antara al-‘urf dan al-
‘aadah.

Dari memperhatikan ta 'rif-ta rif diatas, dan juga ta rif yang diberikan
oleh ulama-ulama, dapat di fahami bahwa al-‘urf dan al-‘aadah adalah
semakna, yang merupakan perbuatan atau perkataan.

Keduanya harus betul-betul telah berulang-ulang di kerjakan oleh
manusia,sehingga melekat pada jiwa, dibenarkan oleh akal dan pertimbangan

yang sehat tabi’at yang sejahtera. Hal yang demikian itu tentu merupakan hal

yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara’.

112 Forum karya ilmiah 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadi’in PP.Lirboyo, Kilas Balik Teoritis
Figh Islam, h. 45

113 Asmani, Jamal Ma’mur, Figh Sosial Kiai Sahal Mahfudh Antara Konsep dan Implementasi,
(Surabya: Khalista,2007), h.45

114 Dahlan, Abd. Rahmad. Ushul Figh, Cet 3. (Jakarta: Amzah, 2014), h.51
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Istilah masyarakat hukum adat adalah istilah resmi yang tercantum
dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria,
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,'*® dan peraturan
perundang-undangan lainnya. Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan
digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk
keperluan teoritik - akademis. Sedangkan istilah masyarakat adat adalah istilah
yang lazim diungkapkan dalam bahasa sehari-hari oleh kalangan non-hukum
yang mengacu pada sejumlah kesepakatan Internasional?®.

Banyak ahli berpendapat bahwa pengertian masyarakat adat harus
dibedakan dengan masyarakat hukum adat. Konsep masyarakat adat
merupakan pengertian umum untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-
ciri tertentu. Sedangkan masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis
yuridis yang menunjuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah
(ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan
dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan
kedalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.**’

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan

oleh Cornelius van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius van

115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria,
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

116 Taqwaddin, “Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat(Mukim)
di Provinsi Aceh”, 36.

17 Taqwaddin, “Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat(Mukim)
di Provinsi Aceh”, 39.
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Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat.

Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut, masyarakat hukum adat

adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu,

mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa
benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan
masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang
wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu
mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah
tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu
untuk selama — lamanya.*8

F.D. Holleman di dalam pidato inaugurasinya yang berjudul de

commune trek in het indonesische rechtsleven (corak kegotongroyongan di

dalam kehidupan hukum indonesia) menyimpulkan bahwa ada 4 sifat umum

Hukum Adat Indonesia yaitu :

1) Sifat Religio-magis. Khususnya mengenai sifat ini Dr. koentjaraningrat
didalam tesisnya menulis bahwa, alam pikiran religio-magis itu mempunyai
unsur-unsur;*?

a) Kepercayaan kepada makhluk-mahkluk halus yang menempati seluruh
alam semesta, dan gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuh, binatang dan
tubuh manusia.

b) Kepercayaan kepada kakuatan sakti yang meliputi seluruh alam semesta.

118 Husen Alting, Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum
Adat Atas Tanah, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), 30.

119 Maya's Purnomo, “Tentang Hukum Adat” Makalah”
http://vaniapanji.blogspot.co.id/2012/03/normal-0-false-false-false-en-us-zh-cn.html, diakses pada
16 November 2017.
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c) Anggapan bahwa kekuatan sakti yang pasif itu dapat dipergunakan
sebagai “Magische kracht” (kekuatan magis) dalam pelbagai ilmu gaib,
untuk mencapai kemauan manusia atau menolaknya.

d) Anggapan bahwa kekuatan sakti dalam alam semesta menyebabkan
krisis, timbulnya berbagai macam bahaya gaib atau untuk
menghindarkannya.'?

Prof. Bushar Muhammad mengatakan orang Indonesia pada
dasarnya berpikir dan bertindak didorong oleh kepercayaan kepada tenaga-

tenaga gaib yang mengisi, menghuni seluruh alam semesta.?!

2) Sifat komunal.

Merupakan salah satu segi atau corak yang khas dari suatu
masyarakat yang masih hidup terpencil dan kehidupannya sehari-hari sangat
tergantung kepada tanah atau alam pada umumnya. Dalam masyarakat
semacam itu selalu terdapat sifat lebih mementingkan keseluruhan dan lebih

mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan individual.

3) Sifat Kontan.
Mengandung pengertian bahwa dengan sesuatu perbuatan nyata,
suatu perbuatan simbolis atau suatu pengucapan, perbuatan/tindakan hukum
yang dimaksud telah selesai seketika itu juga. Dengan demikian segela

sesuatu yang terjadi sebelum dan sesudah perbuatan simbolis itu adalah di

120 Muhammad Bushar, asas-asas hukum adat, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994), 27.

121 Maya's Purnomo, “Tentang Hukum Adat” Makalah”
http://vaniapanji.blogspot.co.id/2012/03/normal -0-false-false-false-en-us-zh-cn.html, diakses pada
16 November 2017.
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luar akibat-akibat hukum dan dianggap tidak ada sangkut pautnya atau

sebab akibatnya menurut hukum. 122

4) Sifat Nyata
Untuk sesuatu vyang dikehendaki atau diinginkan akan
ditransformasikan atau diwujudkan dengan sesuatu benda, diberi tanda yang
kelihatan baik langsung (sesungguhnya) maupun hanya menyerupai obyek
yang dikehendaki.!?

Melihat ketentuan tentang teori hukum adat yang ada di Indonesia
diatas penulis berpandangan bahwa larangan pernikahan sesama keluarga garis
turun tiga ini adalah memang larangan adat, hal ini juga dapat dilihat dari hasil
wawancara penulis dengan tokoh adat yakni bapak Dikun dan bapak Wawan,
sebagaimana yang telah penulis paparkan di pembahasan sebelum sub bab ini,
adapun menurut hukum Islam sesungguhnya pernikahan sesama keluarga garis
turun tiga ini sesungguhnya bukan larangan. Islam hanya menghimbau saja jika
bisa jangan dilakukan kalaupun ada masyarakat yang ingin tetap melaksanakan
pernikahan sesama keluarga garis turun tiga ini Islam tidak melarangnya, hal
ini juga bisa dilihat dan dibuktikan dari hasil wawancara penulis dengan tokoh
masyarakat dari kalangan pesantren yakni dengan Kyai Mujab, Kyai Ghazali
dan Agus Hasan diatas.

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam
kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua

mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya,

122 Muhammad Bushar, asas-asas hukum adat, 29.
123 Muhammad Bushar, asas-asas hukum adat, 31.
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bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat perkawinan itu
bukan hanya merupakan peristiwa penteng bagi mereka yang masih hidup saja.
Tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang
sepenuhnya mendapat perhatina dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur
kedua belah pihak.'?

Menurut Hazairin perkawinan adat merupakan rentetan perbuatan-
perbuatan magis, yang bertujuan untuk menjamin ketenangan, kebahagiaan,
dan kesuburan.?®

Sementara menurut Ketua MUI Kabupaten Tulungagung juga
mengemukan pendapat bahwa larangan adat atau tradisi dari larangan nikah
sesama keluarga yang sama-sama memiliki kesamaan garis turun tiga ini harus
dijelaskan secara paripurna pada masyarakatnya agar tidak salah jalan dan
tidak mencemari agidah Islam yang sudah mapan.

Terkait tentang musibah yang dialami oleh para pelaku pernikahan
sesama keluarga garis turun tiga yang berdampak pada kematian yang dialami
oleh salah satunya dari kedua pasangan tersebut, kemudian kekurangan atau
cacat fisik dan kejiwaan atau mental, bodoh yang diderita anaknya. Ini
semuanya harus dikembalikan kepada ketetapan Allah SWT. Masyarakat harus
sadar dan yakin bahwa semua hal yang dialami oleh semua ummat manusia

adalah sudah digariskan oleh Allah, jangan sampai ada pemikiran lain yang

124

Hilman Hadikusuma, Pengantar IImu Hukum Adat Indonesia, h.10.

125 Wignjoropoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984),h.

13.
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merusaknya karena semua itu dapat membahayakan pada agidah Islam dan
merusak hukum Islam.1%

Disini penulis juga akan menyampakan pandangan penulis bahwa
dalam Islam sendiri sesungguhnya ada teori nilai universal Islam yang oleh
tokoh dan para intelektual Islam disebut dengan Magasid Al-Syariah tujuan
dari pada adanya teori ii adalah untuk menjaga beberapa hal diantaranya adalah
Pertama, Memelihara Agama (hifz al-din). Kedua, Memelihara Jiwa (hifz al-
nafs), Ketiga, Memelihara Akal (hifz al-agl), Keempat, Memelihara Keturunan
(hifz al-nasl), Kelima, Memelihara Harta (hifz al-mal).

Melihat teori ini kemudian penulis berpendapat bahwa jika larangan
nikah sesama keluarga garis turun tiga ini dilakukan karena kehati-hatian untuk
menjaga jiwa dan raga seseorang dari kematian, kekurangn mental, cacat fisik
dan bodoh. Maka hal ini boleh dilakukan karena ini bisa dibenarkan oleh teori
Magasid Al-Syariah yang salah satunya adalah untuk Memelihara Jiwa (hifz al-
nafs) dan Memelihara Keturunan (hifz al-nasl).

Namun jika larangan pernikahan ini dilakukan hanya semata karena
akan terjadi sesuatu hal yang bersifat mistik dan adat kemudian tidak berdasar
atas hukum Islam sebaiknya hal ini dihindari agar hukum dan agidah Islam
tetap terjaga kemurian dan kebenaranya. Hal ini tentu senada dengan pendapat

KH. Hadi Muhammad Ketua MUI Kabupaten Tulungagung.

126 KH. Hadi Muhammad. M, Wawancara (Tulungagung, 08 Desember 2017).



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tersebut peneliti berkesimpulan bahwa:

1. Larangan pernikahan sesama saudara garis turun tiga yang terjadi di
Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten
Tulungagung adalah hanya larangan adat semata, sementara menurut
hukum Islam adalah sah hukumnya dan memperbolehkannya. Adapun
himbauan untuk tidak melakukan pernikahan sesama saudara garis turun
tiga, ini juga dibenarkan asalkan pada alasan yang tepat dan diperbolehkan
oleh Islam itu sendiri. Tentu saja ini berdasar pada sebuat teori yang

menyatakan bahwa adat atau
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kebiasaan bisa menjadi hukum, akan tetapi hal ini harus di bedakan antara
adat yang diperbolehkan oleh syara’ dan dilarangnya.

2. Bahwa adat tetep boleh ada dan hidup dalam masyarakat meskipun adat itu
kuno, asalkan masih relevan dengan keadaan zaman dan tidak
bertentangan dengan hukum Islam, adat baru juga boleh diambil dan
dikembangkan di dalam masyarakat asalkan tidak bertentangan dengan
syara’. Alasan larangan nikah garis turun tiga ini bisa dan boleh
diberlakukan jika beralasan akan mencelaki pada manusia itu sendiri yang
melakukanya, seperti dikhawatirkan akan mendapat keturunan yang
kurang sehat atau cacat pada fisik dan kejiwaan, bodoh, kematian dan
lainya. Ini tentu diperbolehkan karena dalam Islam manusia memang harus
menjaga jiwa dan raganya serta keturunannya agar bisa lestari hidupnya.
Larangan pernikahan garis turun tiga ini tidak dibenarkan jika dengan
menggunakan alasan yang tidak didukung dan dibenarkan oleh hukum
islam karena ini akan membahayakan bagi kemurnian hukum lIslam itu

sendiri dan agidah Islam.

B. Saran
Saran ini akan penulis bagi menjadi tiga bagian anatara lain adalah
sebagai berikut:
1. Untuk Masyarakat
Masyarakat adat harus bisa membedakan mana adat yang boleh
dilakukan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan mana ada adat

yang boleh di lakukan, hal ini bertujuan untuk menjaga kebenaran Islam dan
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kemurnian Islam itu sendiri, jikalau ada masyarakat ada yang masih bingung
dengan mana adat yang boleh dilakukan dan mana adat yang dilarang oleh
Islam sebaiknya dapat ditanyakan pada tokoh masyarakat yang lebih tahu,
seperti Kyai, Ustadz atau pada Majelis Ulama Indnesia
. Untuk Akademisi

Bahwa penulis dengan insyaf dan sadar, bahwa penulisan karya
ilmiah ini masih banyak kekurangan, tentu hal ini dikarenakan adanya
kekurangan pengetahuan yang ada dalam diri penulis, namun ini tentu
manjadi peluang bagi akademisi yang lain untuk melakukan penelitian
dengan objek yang sama untuk lebih menyempurnakan lagi tentang kajian
ini. Hal ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang benar
pada masyarakat.
. Untuk Pemerintah dan MUI

Pemerintah dan MUI harus bergandeng tangan untuk bersama-
sama turun ke masyarakat, hal ini perlu dilakukan agar masyarakat mengerti
secara benar mana hal boleh dilakukan baik menurut adat, hukum positif
atau hukum Islam dan mana yang tidak boleh. Agar masyarakat secara luar
memiliki pengetahuan yang paripurna yang benar menurut hukum positif
juga hukum Islam, ini penting dikerjakan agar hukum Islam itu sendiri tetap

terjaga kebenaranya dan agidah Islam tetap terjaga juga kemurniannya.
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PEDOMAN WAWANCARA

1. Wawancara dengan tokoh adat Bapak Wawan dan Bapak Dikun

a.

Bagaimana sejarah tentang larangan pernikhan sesama keluarga yang
memiliki kesamaan garis turun tiga?

Dalam hukum adat atau tradisi jawa imana aturan larangan pernikhan
sesama keluarga yang memiliki kesamaan garis turun tiga, kitab atau
bukunya apa?

Bagaimana efek atau akibat jika larangan pernikhan sesama keluarga yang

memiliki kesamaan garis turun tiga itu tetap dilakukan?

2. Wawancara dengan tokoh ulama atau tokoh dari kalangan pesantren bersama

Kyai Mujib Ghazali, Kyai Muchsin Ghazali dan Kyai Hasan

a.

Bagaimana sejarah tentang larangan pernikhan sesama keluarga yang

memiliki kesamaan garis turun tiga dalam islam?

. Adakah dalam islam hukum yang mengatur tentang larangan nikah sesama

saudara yang memiliki kesamaan garis turun tiga?
Dalam islam aturan larangan pernikhan sesama keluarga yang memiliki

kesamaan garis turun tiga, kitab atau bukunya apa?

. Bagaimana efek atau akibat jika larangan pernikhan sesama keluarga yang

memiliki kesamaan garis turun tiga itu tetap dilakukan?

3. Wawancara dengan pelaku pernikhan sesama keluarga yang memiliki

kesamaan garis turun tiga

a.

Bagaimana pendapat anda tentang larangan pernikhan sesama keluarga yang

memiliki kesamaan garis turun tiga?
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b. Apakah anda yakin bahwa orang yang melakukan pernikhan sesama
keluarga yang memiliki kesamaan garis turun tiga itu akan berakibat yang
fatal, bagi keluarga dan keturunanya?

c. Cobaan atau musibah apa yang akan ditrima oleh orang yang melakukan
pernikhan sesama keluarga yang memiliki kesamaan garis turun tiga?

4. Wawancara dengan MUI Kabupateng Tulungagung

a. Bagaimana pendapat atau pandangan MUI Kabupateng Tulungagung
tentang larangan nikah sesama saudara yang memiliki kesamaan garis turun
tiga?

b. Bagaimana hukum tentang larangan nikah sesama saudara yang memiliki
kesamaan garis turun tiga menurut MUI Kabupateng Tulungagung?

c. Bagaimana tanggungjawab MUI Kabupateng Tulungagung tentang larangan
nikah sesama saudara yang memiliki kesamaan garis turun tiga?

d. Adakah dalam islam hukum yang mengatur tentang larangan nikah sesama

saudara yang memiliki kesamaan garis turun tiga?

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



99

ONVIVIA 40 ALISHIAINN DIANVISI 31VLS NIHVHGI MITTVIN VNVINVIN 40 AAVHElT TVHLNEGD

B

k|
E
|
i,

Di

Dokumen Perizinan Penelitian




100

ONVIVIA 40 ALISHIAINN DIANVISI 31VLS NIHVHGI MITTVIN VNVINVIN 40 AAVHElT TVHLNEGD




101

ONVIVIA 40 ALISHIAINN DIANVISI 31VLS NIHVHGI MITTVIN VNVINVIN 40 AAVHElT TVHLNEGD




Daftar Riwayat Hidup

102

Nama

Mohamad Rizal Fahmi

Tempat tanggal lahir

Tulungagung, 3 Desember 1993

Alamat Desa Punjul Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung

No Hp 085736677199

Email rizal_fahmi99@yahoo.com

Riwayat Pendidikan

No Nama Instansi Alamat Tahun lulus
1 | SDI Al-Azhar Tulungagung 2000-2006
2 | SMPN 1 Mojo Kediri 2006-2009
3 | SMAN 1 Mojo Kediri 2009-2012
4 | STIH Sunan Giri Malang 2012-2016

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG


mailto:rizal_fahmi99@yahoo.com

103

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi “A” SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-
PT/AKX/SI/V1/2007
J1. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp. (0341) 551354 Fax. (0341)
572553
BUKTI KONSULTASI
Nama : Mohamad Rizal Fahmi
NDM : 12210077
Fakultas/Jurusan : Syariah /Ahwal As-Syakhshiyyah
Pembimbing : Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
Judul Skripsi : Pandangan MUI Kabupaten Tulungagung terhadap
Larangan Pernikahan sesama Saudara Garis Turun Tiga
(Studi di Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan
Karangrejo Kabupaten Tulungagung)
No. Hari / Tanggal Materi Konsultasi o Paraf
1. Selasa, 5 Desember 2017 | Proposal l.)‘r
2. | Selasa 19 Desember 2017 | Revisi Bab I dan I D. ﬂ
3. | Rabu, 24 Januari 2017 Acc Bab 1 dan 11 3. ;{
4. | Senin, 29 Januari 2018 Revisi Bab 111 4. /Q
5. | Jum’at, 02 Februari 2018 | Acc Bab III 5. )[
6. | Selasa, 13 Februari 2018 | Revisi Bab IV 3 )Z
7. | Selasa, 20 Februari 2018 | Acc Bab IV 7. ‘ﬁ
8. | Senin, 05 Maret 2018 Revisi Bab V 8.)
9. | Selasa, 27 Maret 2018 Abstrak 0. }
10. | Selasa, 03 April 2018 ACC Bab L, ILIIL, IV, V dan VI 10. ﬁ

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



	DAFTAR ISI

